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ABSTRAK 
 

 

Prestiana, Kartika Eva. 2015. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dra. Umi 

Setijowati, M.Pd. 

 

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) 

 

Dalam menjalankan program BOS, sebelum mengelola dananya terlebih 

dahulu sekolah membuat perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS semestinya 

melibatkan semua pihak sekolah yaitu kepala sekolah, dewan guru dan komite 

sekolah. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya sesuai 

dengan 13 komponen pembiayaan yang terdapat pada petunjuk teknis (Juknis) 

dari Kemendikbud. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perencanaan 

penggunaan dana BOS dalam RKAS pada sekolah dasar negeri Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan Cilongok. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode 

survey deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah SD Negeri 1 Cilongok, SD 

Negeri 2 Cilongok, SD Negeri 3 Cilongok, SD Negeri 1 Pernasidi, SD Negeri 1 

Cipete, SD Negeri 2 Cipete, SD Negeri 1 Batuanten, dan SD Negeri 2 Batuanten. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sumber data penelitian adalah kepala sekolah, bendahara BOS, dan 

komite sekolah. Uji validitas dan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

metode. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sekolah telah melaksanakan 

perencanaan program BOS sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam juknis 

penggunaan BOS dari Kemendikbud. Sesuai dengan aturan program BOS yang 

menuntut transparansi, semua sekolah sudah melakukan publikasi terkait program 

BOS dengan cara memasang spanduk bebas pungutan, mengumumkan rencana 

penggunaan dana BOS, laporan realisasi penggunaan dana BOS di setiap triwulan 

serta adanya informasi terkait kegiatan yang boleh dan tidak boleh menggunakan 

dana BOS. Perencanaan penggunaan dana BOS diawali dengan penyusunan 

RKAS, penyusunannya melibatkan kepala sekolah, semua guru dan tenaga 

kependidikan lainnya serta komite sekolah. Peran komite sekolah lebih kepada 

pengembangan sarana prasarana sekolah dan menyetujui RKAS. Hambatan yang 

dirasakan sekolah dalam melaksanakan program BOS adalah tidak ada tenaga ahli 

khusus yang menangani administrasi BOS. Disarankan bagi komite sekolah agar 

lebih berperan aktif dalam penyusunan RKAS.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan membentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Pendidikan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendidikan baik 

formal, informal, maupun nonformal. Kegiatan pendidikan jalur formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

Selanjutnya lebih dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan 

bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pendidikan sekolah dasar mengemban dua 

fungsi penting, yakni fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara 

psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan 

seterusnya. Selain itu tujuan pendidikan SD secara substantif merujuk pada tujuan
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pendidikan nasional. Pendidikan dalam pelaksanaannya memerlukan sumber-

sumber pendukung yang dapat mengantarkan usaha tersebut pada tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana merupakan 

potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan, yaitu manajemen keuangan 

sekolah.  

Mulyasa (2011:47) memandang bahwa keuangan dan pembiayaan 

merupakan salah satu penunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, 

sebagaimana dikemukakan bahwa: 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang 

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, 

yang menuntut kemajuan sekolah untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah.  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 34 Ayat (2) berbunyi: “Pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Maka konsekuensi dari amanat undang-

undang tersebut yaitu pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan dan 

untuk melaksanakan program tersebut maka pemerintah membuat kebijakan di 

bidang pendidikan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan di 

sekolah. Ketentuan mengenai dana atau pembiayaan pendidikan diatur dalam 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

yang salah satu isinya dijelaskan bahwa “ada tiga jenis biaya pendidikan yaitu 
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biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi”. Lebih lanjut dijelaskan 

Wardani, dkk (2010:12.12) tiga jenis biaya pendidikan yaitu: 

(1) biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana 

dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja 

tetap, (2) biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, dan (3) biaya operasi 

satuan pendidikan meliputi; gaji pendidik dan tenaga kependidikan 

serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan 

pendidikan habis dipakai; biaya operasi pendidikan tak langsung 

berupa biaya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan 

lain sebagainya.  

Adapun sumber utama dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar 

menurut Wardani, dkk (2010:12.33) berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, selain dari pemerintah terdapat juga dana pendidikan yang bersumber dari 

orangtua peserta didik/masyarakat yang disalurkan melalui komite sekolah.  

Pemerintah pusat mengeluarkan program bantuan dana baru yang biasa 

disebut Bantuan Operasional Sekolah  (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

merupakan program pemerintah yang berasal dari dana subsidi BBM yang 

bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dibayar oleh 

masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan (Wardani, dkk, 

2010:12.34). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua 

sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat 

Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik 

negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis 

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2015 (2014:2) 
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mendefinisikan bahwa “BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya 

adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Kesimpulannya 

pemberian dana BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi 

peserta didik tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain, agar 

mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat 

dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

Dana BOS, digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang selama ini 

menjadi beban biaya iuran rutin siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(2014:32) menjelaskan “batas maksimum dana BOS untuk membayar honor 

bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15% dari 

total dana BOS yang diterima”. Dalam perkembangannya, program BOS 

mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran 

sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 

(2014:6) menjelaskan bahwa: 

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode 

Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. 

Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan 

untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan 

I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III 

dan IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016. 

Manfaat dana BOS yang paling utama adalah untuk memperluas dan 

memeratakan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang 

berkualitas, meringankan beban biaya siswa yang tidak mampu untuk mengikuti 

pendidikan, bahkan dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis). 

Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam 
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mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Menurut Sutomo, 

dkk (2011:69) dalam setiap penggunaan biaya/dana pendidikan harus dilakukan 

pembukuan yang tertib agar terhindar dari hambatan yang mungkin terjadi. Setiap 

penggunaan dana BOS yang dipakai harus terdapat rincian dan catatan 

pembukuan, mengingat kegiatan tata keuangan yang sangat peka, maka akan 

dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh kepala sekolah demi terhindar dari hal-

hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses operasional pendidikan 

sekolah.  

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri 

oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Selain 

melibatkan dewan guru dan komite sekolah, dalam pelaksanaan program BOS di 

sekolah terdapat tim manajemen sekolah. Dalam Petunjuk Teknis BOS (2014:17) 

dijelaskan bahwa “tim manajemen sekolah yaitu kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab, bendahara BOS sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua 

peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite 

sekolah”. 

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah, sebelum 

melaksanakannya terlebih dahulu melakukan perencanaan yaitu dikenal dengan 

nama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sekarang 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut Suhardan, dkk 

(2011:258) mengemukakan bahwa “penganggaran merupakan proses kegiatan 

atau proses penyusunan anggaran (budget)”. Lebih lanjut Fattah (2000) dalam 

Suhardan, dkk (2011:258) menjelaskan bahwa budget merupakan rencana 



6 

 

 

 

operasional dinyatakan dalam bentuk satuan uang yang nantinya digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sutomo, dkk 

(2011:12) mengemukakan bahwa “perencanaan merupakan tindakan merumuskan 

apa, bagaimana, siapa, dan bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan”. RKAS 

disusun pada waktu awal tahun pelajaran, dalam penyusunan RKAS berdasarkan 

hasil kesepakatan antara kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sagala (2008:47) yang menjelaskan bahwa dalam 

perencanaan harus melibatkan banyak orang dan program-program yang 

dihasilkan harus berpusat pada peserta didik serta menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam pembuatan 

keputusan melibatkan sumber daya sekolah sehingga tercapai tujuan bersama. 

Selanjutnya Sagala (2013:225) mengemukakan bahwa “dalam penyusunan 

RAPBS, banyak anggaran yang tumpang tindih, seperti komponen biaya 

pemeliharaan terlihat pada berbagai sumber anggaran baik pada mata anggaran 

rutin, pada dana bantuan operasional maupun pada anggaran operasional 

pemeliharaan dan fasilitas”.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran 

merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan sumber daya yang ada agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran 

dan digunakan sesuai kebutuhan. Perencanaan sangat penting, karena tanpa 

perencanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Jika anggaran 

sekolah tidak direncanakan dengan benar, maka dapat mengakibatkan dana 

pendidikan yang didapat oleh sekolah digunakan untuk program-program diluar 
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kebutuhan sekolah dan diluar komponen pembiayaan yang sudah diatur dalam 

Juknis BOS.  

Penelitian tentang penggunaan dana BOS telah banyak dilakukan, antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Malaysia bernama Lokman Mohd. 

Tahir Ahmad berjudul Bantuan Operasional Sekolah untuk Mendukung Kegiatan 

Sekolah dengan hasil yang menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS di SMP di 

Makassar belum maksimal. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah. Selain itu, penggunaan dana 

program pendidikan gratis dan BOPP (Bantuan Operasional Pembiayaan 

Pendidikan) tidak jelas, kemudian dalam penyusunan RKAS dan pengelolaan 

dana operasional sekolah tidak melibatkan guru dan komite sekolah sehingga 

penggunaannya tidak efektif. Kemudian Irsan mahasiswa Universitas Negeri 

Medan melakukan penelitian berjudul Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD Negeri di Kota Medan dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS untuk Triwulan 1, 2, dan 3 

tidak tepat waktu, kemudian untuk penggunaan dana BOS baru mencapai 94,00% 

dan tidak semua sekolah sampel menyalurkan dana BOS sesuai dengan Juknis 

BOS 2012. Selain mahasiswa dari Medan, terdapat juga dua mahasiswa dari 

Universitas Riau yaitu Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir yang melakukan 

penelitian berjudul Pelaksanaan Program dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS 

pada tahap pelaksanaan diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai 

dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara 



8 

 

 

 

administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan adanya sikap 

yang kurang positif dari pengelola sekolah. Selanjutnya, terdapat 2 peneliti asing 

yang bernama Blane D Lewis dan Daan Pattinasarany yang melakukan penelitian 

dengan judul Biaya pendidikan dasar negeri di Indonesia: Apakah sekolah 

membutuhkan lebih banyak uang? Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

biaya pendidikan bukanlah suatu masalah dalam mencapai tujuan pendidikan 

dasar. Hal itu menunjukkan jika pendidikan dasar di Indonesia sangat efisien. 

Sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus dapat menurunkan 

jumlah total belanja.  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai penggunaan dana BOS dalam penyusunan RKAS yang ada di 

sekolah dasar Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok. Kecamatan Cilongok 

memiliki 45 sekolah dasar, dengan 43 sekolah dasar negeri dan 2 sekolah dasar 

swasta yang dibagi ke dalam 5 gugus. Gugus Sari Kelapa merupakan salah satu 

gugus yang terdapat di Kecamatan Cilongok yang terdiri atas delapan sekolah 

dasar negeri. Delapan sekolah dasar negeri tersebut adalah SDN 1 Cilongok, SDN 

2 Cilongok, SDN 3 Cilongok, SDN 1 Pernasidi, SDN 1 Cipete, SDN 2 Cipete, 

SDN 1 Batuanten dan SDN 2 Batuanten. Pembagian lokasi Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok dapat dikatakan cukup merata dan dapat mewakili gugus 

lain yang terdapat di Kecamatan Cilongok. Selain itu, lokasi SDN Gugus Sari 

Kelapa strategis, karena berada dekat dengan Jalan Raya Cilongok. Persebaran 

peserta didik yang terdapat di Gugus Sari Kelapa cukup merata artinya jumlah 

peserta didik antar SD di Gugus Sari Kelapa tidak terlalu berbeda, dan tidak 
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terdapat kelas paralel di sekolah dasar negeri Gugus Sari Kelapa. Berdasarkan 

wawancara dengan Kepala UPK Kecamatan Cilongok, akreditasi sekolah dasar 

negeri yang berada di Gugus Sari Kelapa sudah dalam kategori baik dan merata 

dibadingkan dengan gugus lain yang ada di Kecamatan Cilongok.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang ada di SDN 

Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok diperoleh keterangan bahwa pada 

umumnya dalam pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan, hal itu 

berdampak pada kegiatan operasional sekolah karena sumber dana sekolah 

mengandalkan keuangan BOS. Selanjutnya, untuk kepala sekolah mengalami 

kesulitan dalam penyusunan anggaran, karena tidak diberikan tambahan tenaga 

yang ahli dalam bidang administrasi. Tenaga administrasi sendiri digunakan untuk 

mencari solusi apabila terjadi kekurangan sumber biaya, dan mencari sumber 

biaya tambahan, karena pada kenyataannya terjadi kesenjangan antara sumber 

biaya dengan kebutuhan ideal sekolah. Selain itu, dana BOS yang menjadi sumber 

biaya utama di sekolah dasar negeri Gugus Sari Kelapa berbeda-beda tergantung 

kebutuhan dan besaran dana yang diterima masing-masing sekolah. Penggunaan 

dana BOS di antaranya untuk kelengkapan sarana dan prasarana, pengembangan 

perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan ulangan dan ujian, 

langganan daya dan jasa, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik 

miskin, perawatan sekolah, pembayaran guru honorer, kegiatan ekstrakurikuler. 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung 

jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 
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menyatakan bahwa terjadi kenaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Pemerintah menaikkan alokasi dana BOS yang 

saat ini Rp. 580.000,-/ peserta didik/ tahun menjadi Rp. 800.000,-/ peserta didik/ 

tahun. Kenaikan tersebut berdampak pada RKAS yang sudah disusun oleh pihak 

sekolah, karena terdapat perbedaan komponen pembiayaan yang diatur dalam 

Petunjuk Teknis BOS Tahun 2015. 

Ketersediaan dana pendidikan biasanya sering digunakan sebagai alasan 

lancar tidaknya penyelenggaraan suatu usaha, termasuk dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Ketersediaan dana pendidikan di SD juga sangat bervariasi, dari yang 

melimpah sampai yang hanya mampu beroperasi seadanya. Dalam penggunaan 

dana BOS terlebih dahulu diatur perencanaannya yang disusun dalam RKAS dan 

harus memperhatikan pengeluaran-pengeluaran, jangan sampai terjadi defisit 

anggaran artinya pengeluarannya melebihi pemasukan. Namun tentu ada 

peraturan yang harus diketahui dan dipahami oleh sekolah yang akan 

menggunakan dana bantuan tersebut, supaya dalam pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan secara optimal dan tepat sasaran.  

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa masih 

terdapat permasalahan terkait program BOS. Artinya ada kesenjangan antara 

peraturan yang sudah dibuat dengan realitasnya. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok”. 

 

http://www.sekolahdasar.net/2014/08/dana-bos-disalurkan-berdasarkan-data-dapodik.html
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1.2 Fokus Penelitian  

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam 

mengawali sebuah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:386) fokus 

penelitian kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri. Penelitian ini 

difokuskan pada perencanaan penggunaan dana BOS dalam Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SDN Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, 

“Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS dalam RKAS di SDN Gugus 

Sari Kelapa Kecamatan Cilongok?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai peneliti dalam 

penelitian. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsi perencanaan 

penggunaan dana BOS dalam RKAS pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan Cilongok. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan sumbangan yang diterima dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan dan berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat teoritis 

dari penelitian ini adalah sebagai referensi baik di bidang pendidikan ataupun 
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administrasi sekolah yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang mengenai perencanaan penggunaan dana BOS. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kepala 

sekolah, guru, komite sekolah, sekolah, maupun peneliti.  

Bagi Kepala Sekolah dan Guru 

Memberikan gambaran umum mengenai pentingnya peraturan dalam 

perencanaan penggunaan dana BOS dan pentingnya peran serta guru maupun 

kepala sekolah dalam penyusunan RKAS. 

Bagi Komite Sekolah 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan komite sekolah 

tentang program BOS, sehingga komite sekolah dapat berperan aktif dalam 

pelaksanannya.  

Bagi Peneliti 

Mengetahui gambaran umum mengenai perencanaan penggunaan dana BOS 

yang terdapat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mulai 

dari penyusunan, keterlibatan pihak sekolah, pembentukan tim manajemen BOS 

tingkat sekolah, hingga sumber dana yang diterima sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 Pada kajian pustaka dipaparkan tentang kajian teori, kajian empiris dan 

kerangka berpikir. 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan dasar pijakan yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Teori-teori yang digunakan berfungsi untuk memperjelas 

masalah yang diteliti. Dalam kajian teori dijelaskan tentang dana pendidikan, 

manajemen keuangan sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), rencana 

anggaran pendapatan dan belanja sekolah, dan hakikat sekolah dasar.  

2.1.1 Dana Pendidikan 

 Mulyasa (2011:167) menyatakan bahwa “dana merupakan salah satu 

sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan”. Thomas (1985) dalam Mulyasa (2011:168) menjelaskan 

bahwa dana pendidikan mencakup dana langsung dan tidak langsung, serta dana 

masyarakat dan dana pribadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dana langsung 

merupakan dana yang secara langsung digunakan untuk kegiatan operasional 

sekolah, dana langsung meliputi dana pembangunan dan dana rutin. Dana tidak 

langsung merupakan dana yang berhubungan dengan kehadiran peserta didik di 

sekolah. Dana masyarakat merupakan dana yang dikeluarkan masyarakat untuk 

kepentingan pendidikan, dan dana pribadi merupakan dana yang bersumber dari 

rumah tangga. Menurut Sagala (2013:209) “biaya pendidikan mencakup biaya 

langsung (oleh sekolah, peserta didik, dan/atau keluarga peserta didik) dan biaya 
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tak langsung (seperti inkam-inkam yang dilewatkan). Sumber dana di sekolah 

dasar berasal dari pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab XIV Pasal 51 Ayat (1) menjelaskan bahwa 

sekolah dasar dalam mengelola dana pendidikannya, berpegang pada prinsip MBS 

yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Lebih 

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dalam Wardani dkk (2010:12.12) menjelaskan dana atau 

pembiayaan pendidikan dengan ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja 

tetap. 3. Biaya personal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan 

atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan 

tak langsung berupa biaya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, 

asuransi, dan lain sebagainya. 

Menurut Wardani, dkk (2010:12.33) menjelaskan bahwa sumber utama 

dana penyelenggaraan pendidikan di SD berasal dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Adapun dana pendidikan berasal dari orangtua 

murid/masyarakat yang disalurkan melalui komite sekolah. Lebih lanjut Wardani, 

dkk (2010:12.33) mengemukakan bahwa “dana dari pemerintah yang disebut 

sebagai dana operasional dan pemeliharaan sekolah (DOP) dimanfaatkan untuk 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu dari pemerintah 

pusat ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari subsidi 
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BBM”. Menurut Sagala (2013:216) apabila suatu sekolah dasar negeri mengalami 

kekurangan dana pendidikan karena pencairan dana dari pemerintah pusat sangat 

terbatas maka kepala sekolah cenderung untuk menunggu alokasi dana dari 

pemerintah pusat tanpa melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana 

tersebut. Oleh karena itu, sebelum anggaran dana pendidikan digunakan, terlebih 

dahulu menganalisis pembiayaan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh 

Sagala (2013:218) sebagai berikut: 

(1) identifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan pembiayaan 

besarnya kebutuhan; (2) enrollment tentang kebutuhan setiap peserta 

didik; (3) jenis kebutuhan tiap peserta didik; (4) kebutuhan sarana dan 

prasarana; dan (5) ... Alokasi kebutuhan penyelenggaraan program-

program sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, 

operasional administrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, 

operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan, penggantian 

barang-barang keperluan mendesak, kebersihan dan kesehatan. 

Dari beberapa penjelasan mengenai dana pendidikan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dana pendidikan diperoleh dari berbagai sumber, utamanya 

dari pemerintah. Selain itu, dana merupakan salah satu input suatu kegiatan yang 

sangat penting dalam pendidikan. Tanpa dukungan dana yang cukup, sulit untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah. Biaya pendidikan diperlukan 

untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, agar kegiatan 

operasional sekolah dapat terlaksana dengan baik. 

2.1.2 Manajemen Keuangan Sekolah 

Menurut Sutisna (1983:21) “secara umum administrasi diartikan sama 

dengan managemen”. Menurut Fayol (1841-1929) dalam Sagala (2008:23) 

“administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya 

perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan 
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pengawasan”. Selanjutnya Ensiklopedi Manajemen (1979) dalam Sagala 

(2008:25) mengemukakan bahwa “administrasi adalah pekerjaan-pekerjaan dalam 

rangka kebijaksanaan yang diletakkan oleh manajer-manajer yang lebih tinggi 

atau ditetapkan oleh orang yang lebih dahulu memegang jabatan”. Kesimpulannya 

administrasi atau manajemen adalah proses keseluruhan kegiatan yang meliputi: 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, 

pengawasan dan pembiayaan. Konsep administrasi jika diimplementasikan pada 

kegiatan pendidikan menurut Sagala (2008:28) akan terdapat proses interaksi 

manusia dalam sistem yang terkoordinir agar dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Nawawi (1985:67) menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan dana termasuk 

dalam kegiatan administrasi yaitu administrasi keuangan, karena didalamnya 

terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, 

kontrol, komunikasi, serta ketatausahaan. Lebih lanjut Nawawi (1985:68) 

menjelaskan pengertian administrasi keuangan dalam arti luas yaitu “penentuan 

kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan 

kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pertanggungan jawab [pertanggungjawaban] dan pengawasan keuangan”. 

Mulyasa (2011:171) mengemukakan bahwa “manajemen keuangan meliputi 

perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi”. Adapun Jones (1985) dalam 

Mulyasa (2011:48) menjelaskan tentang perencanaan finansial, pelaksanaan 

anggaran, dan evaluasi yaitu: 

Perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan 

mengkoordinasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping 

yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan 
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anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan 

kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves 

merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. 

 

 Nawawi (1985:68-71) menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana agar 

mencapai tingkat efisiensi yang tinggi maka perlunya suatu proses penyusunan 

anggaran (budgeting). Selanjutnya menurut Fattah (2000:49) dalam Suhardan, dkk 

(2011:259)  menjelaskan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan, 

pengendalian, dan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan organisasi ke 

posisi yang kuat atau lemah. Dalam penyusunan anggaran terdapat proses, mulai 

dari fase perencanaan, fase pelaksanaan, hingga fase pertanggungjawaban. 

Kesimpulannya adalah bahwa dalam mengelola uang terlebih dahulu harus 

merencanakan anggaran, kemudian mengelola pelaksanaan anggaran tersebut dan 

selanjutnya adalah pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah 

dikeluarkan.   

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dilakukan dari penyusunan anggaran sekolah, perencanaan anggaran, dan 

yang terakhir proses pengaturan. Menurut Mulyasa (2011:173-8) dalam proses 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah harus melihat 

dari sumber pendapatan lain seperti DPP, OPF, dan BP3 [Komite Sekolah] serta 

pengeluaran untuk kegiatan belajar-mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat belajar serta honorarium dan 

kesejahteraan. Dalam hal ini terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat diubah 

penggunaan atau pengeluarannya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah dan 

sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana. Pengaturan dalam mengelola 
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keuangan di sekolah meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban. 

Suhardan, dkk (2011:269) mengemukakan bahwa tujuan utama manajemen 

keuangan sekolah meliputi: “(1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan 

untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk 

diinvestasikan kembali; (2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah, dan (3) 

Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan 

pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan”. Sekolah menerima dana dari 

berbagai sumber yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan sekolah dan 

harus didasarkan pada RKAS, setelah sekolah mengeluarkan keseluruhan dana 

dalam tahun anggaran maka selanjutnya harus ada pertanggungjawaban keuangan 

sekolah yang dilakukan dalam rapat dewan sekolah. Kesimpulannya, melalui 

kegiatan manajemen keuangan, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat 

direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan 

efisien. Sagala (2013:226) menjelaskan bahwa: 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan 

bersumber APBD dan APBN yang diperuntukkan bagi biaya 

pendidikan dilakukan oleh legislatif dan lembaga yang ditunjuk ... 

pengawasan manajemen keuangan sekolah dilakukan berdasarkan 

aliran keluar masuk uang yang dilakukan oleh bendaharawan. 

Pengawasan ini dimulai dari proses keputusan pengeluaran anggaran, 

pembelanjaan, perhitungan, dan penyimpanan barang oleh pengawas 

yang ditunjuk.  

Semua dana yang dikelola oleh sekolah harus dipergunakan secara terarah 

dan bertanggungjawab serta dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga semua 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mulyasa (2011:49) dalam 

pelaksanaan manajemen keuangan terdapat pemisahan tugas antara fungsi 
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otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai fungsi 

otorisator, ordonator, dan bendaharawan yaitu: 

Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil 

tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. 

Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan 

memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan 

berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan 

adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan 

dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan 

pertanggungjawaban (Mulyasa 2011:49).  

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan di tingkat sekolah, kepala sekolah sangat berperan penting. 

Karena kepala sekolah merupakan manajer yang berfungsi sebagai otorisator dan 

dilimpahi fungsi ordonator, tetapi tidak dibenarkan untuk melaksanakan fungsi 

bendaharawan. Kepala sekolah harus berkontribusi untuk menempatkan 

bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban 

keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan 

karena semua petunjuk dan pedoman pengelolaan anggaran serta keuangan 

sekolah diberikan kepada bendaharawan. 

2.1.3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:79) menjelaskan bahwa 

bantuan mempunyai arti “barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; 

sokongan; mendapatkan kredit dari bank”. Pengertian operasional menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1988:627) adalah “operasional mempunyai arti (bersifat) 

operasi; berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku”. Adapun pengertian sekolah 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:796) dapat diartikan “waktu atau 
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pertemuan ketika murid diberi pelajaran”. Permendikbud RI (2014:2) 

mengemukakan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah 

yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia 

bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”.  

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional 

sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu 

lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan 

pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan 

pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas.  

Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dasar pada tahun anggaran 

2014 adalah Rp 580.000,-/ peserta didik/ tahun (Permendikbud RI 2013:3). Mulai 

Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 ditingkatkan menjadi Rp 800.000,-/ 

peserta didik/ tahun. 

Dana BOS diterima secara utuh oleh pihak sekolah dan dalam 

pengelolaannya dilakukan secara mandiri dengan melibatkan dewan guru dan 

komite sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut: 

(1) Sekolah dapat mengelola dana secara profesional, transparan dan 

akuntabel; (2)Sekolah diwajibkan memiliki Rencana Jangka 

Menengah yang disusun 4 tahunan; (3)Sekolah harus menyusun 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian 

integral dari RKAS tersebut; (4)Rencana Jangka Menengah dan 

RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah; (5)Rencana 

Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan 
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pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan 

disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah 

negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta) (Permendikbud RI 

2014:8-9). 

 

Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk mengelola dana BOS di tingkat 

sekolah adalah: “a) Penanggungjawab yang terdiri dari Kepala Sekolah; b) 

Anggota yang terdiri dari bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang 

tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite 

sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya 

konflik kepentingan” (Permendikbud RI 2014:17). 

Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, dewan guru dan komite sekolah. 

Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita 

acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan pengelolaan dana 

BOS didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu 

mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional 

pendidikan. Dana BOS yang diterima sekolah, dapat digunakan untuk membiayai 

komponen kegiatan-kegiatan berikut. 

Tabel 2.1 Penggunaan dana BOS (Permendikbud 2013:27-34) 

No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

1. Pengembangan 

Perpustakaan 
 Diwajibkan membeli 

buku pegangan guru 

kurikukum 2013 semester 

I tahun ajaran 2014/2015 

(Juli-Desember 2014), 

kecuali sudah dipenuhi 

dari sumber pendanaan 

 Dalam rangka 

pembelian buku 

kurikulum 2013 

semester I tahun ajaran 

2014/2015, setiap 

sekolah akan 

memperoleh tambahan 
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No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

lain. 

 Diwajibkan membeli 

buku teks pelajaran 

kurikulum 2013 bagi 

peserta didik untuk 

semester I tahun ajaran 

2014/2015 (Juli-

Desember 2014) 

sebanyak jumlah peserta 

didik, kecuali sudah 

dipenuhi dari sumber 

pendanaan lain. 

 Mengganti buku teks 

yang rusak/ menambah 

kekurangan untuk 

memenuhi rasio satu 

peserta didik satu buku. 

 Langganan publikasi 

berkala. 

 Akses informasi online. 

 Pemeliharaan buku/ 

koleksi perpustakaan. 

 Peningkatan Kompetensi 

tenaga pustakawan. 

 Pengembangan database 

perpustakaan. 

 Pemeliharaan perabot 

perpustakaan. 

 Pemeliharaan dan 

pembelian AC 

perpustakaan. 

 

dana yang akan 

disalurkan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi 

melalui dana 

dekonsentrasi. 

 Kekurangan buku 

semester I dipenuhi 

dari dana BOS, yaitu 

maksimal 5% dari total 

dana yang diterima 

dalam satu tahun 

anggaran. 

 Buku untuk semester 

II tahun ajaran 

2014/2015 akan 

dibiayai dari Dana 

Alokasi Khusus (untuk 

kabupaten/kota 

penerima DAK) dan 

dari APBD untuk 

kabupaten/kota bukan 

penerima DAK. 

 Buku teks pelajaran 

kurikulum 2013 yang 

dibeli adalah yang 

sudah ditentukan oleh 

Kemdikbud. 

 

 

2. Kegiatan 

dalam 

rangka 

penerimaan 

peserta didik 

baru 

 Administrasi pendaftaran. 

 Penggandaan formulir 

Dapodik Administrasi 

Pendaftaran. 

 Pendaftaran ulang. 

 Biaya pemasukan data 

pokok pendidikan. 

 Pembuatan spanduk 

sekolah bebas pungutan. 

 Penyusunan RKS/RKAS 

Termasuk untuk ATK, 

konsumsi panitia dan 

uang lembur. Standar 

pembiayaan mengacu 

kepada batas kewajaran 

setempat atau batas yang 

telah ditetapkan Pemda. 
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No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

berdasarkan hasil evaluasi 

diri sekolah. 

 Dan kegiatan lain yang 

terkait dengan 

penerimaan peserta didik 

baru. 

3. Kegiatan 

pembelajaran 

dan ekstra 

kurikuler 

peserta didik 

 PAKEM (SD) 

 Pembelajaran Kontekstual 

(SMP) 

 Pengembangan 

pendidikan karakter 

 Pembelajaran remedial 

 Pembelajaran pengayaan 

 Pemantapan persiapan 

ujian 

 Olahraga, kesenian, karya 

ilmiah remaja, pramuka 

dan palang merah remaja, 

 Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) 

 Pendidikan Lingkungan 

Hidup 

 Pembiayaan lomba-lomba 

yang tidak dibiayai dari 

dana pemerintah/ 

pemerintah daerah 

Termasuk untuk:  

 Honor jam mengajar 

tambahan di luar jam 

pelajaran dan biaya 

transportasinya 

(termasuk di SMP 

Terbuka), 

 Biaya transportasi dan 

akomodasi peserta 

didik/guru dalam 

rangka mengikuti 

lomba, 

 Fotocopy, 

 Membeli alat olahraga, 

alat kesenian dan biaya 

pendaftaran mengikuti 

lomba. 

 

4. Kegiatan 

Ulangan dan 

Ujian 

 Ulangan harian, 

 Ulangan tengah semester, 

 Ulangan akhir 

semester/Ulangan 

Kenaikan Kelas 

 Ujian sekolah 

Termasuk untuk: 

 Fotocopy soal 

 Biaya koreksi ujian 

 Pembuatan laporan 

pelaksanaan hasil ujian 

untuk disampaikan ke 

orang tua 

 Biaya mengawas ujian 

yang bukan bagian 

dari kewajiban tugas 

guru 

 Biaya transport 

pengawas ujian di luar 

sekolah tempat 

mengajar yang tidak 

dibiayai oleh 
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No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

pemerintah/pemerintah 

daerah 

5. Pembelian 

bahan-bahan 

habis pakai 

 Buku tulis, kapur tulis, 

pensil, spidol, kertas, 

bahan praktikum, buku 

induk peserta didik, buku 

inventaris 

 Minuman dan makanan 

ringan untuk kebutuhan 

sehari-hari di sekolah 

 Pengadaan suku cadang 

alat kantor 

 Alat-alat kebersihan 

sekolah 

 

6. Langganan 

daya dan jasa 
 Listrik, air, dan telepon, 

internet (fixed/mobile 

modem) baik dengan cara 

berlangganan maupun 

prabayar 

 Pembiayaan penggunaan 

internet termasuk untuk 

pemasangan baru 

 Membeli genset atau jenis 

lainnya yang lebih cocok 

di daerah tertentu 

misalnya panel surya, jika 

di sekolah tidak ada 

jaringan listrik 

Penggunaan Internet 

dengan mobile modem 

dapat dilakukan untuk 

maksimal pembelian 

voucher sebesar Rp. 

250.000/bulan 

7. Perawatan 

sekolah 
 Pengecatan, perbaikan 

atap bocor, perbaikan 

pintu dan jendela 

 Perbaikan mebeler, 

perbaikan sanitasi sekolah 

(kamar mandi dan WC), 

perbaikan lantai 

ubin/keramik dan 

perawatan fasilitas 

sekolah lainnya 

Kamar mandi dan WC 

peserta didik harus 

dijamin berfungsi 

dengan baik. 

8. Pembayaran 

honorarium 

bulanan guru 

honorer dan 

tenaga 

 Guru honorer (hanya 

untuk memenuhi SPM) 

 Pegawai administrasi 

(termasuk administrasi 

BOS untuk SD) 

Dalam pengangkatan 

guru/tenaga 

kependidikan honorer 

sekolah harus 

mempertimbangkan batas 
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No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

kependidikan 

honorer. 
 Pegawai perpustakaan 

 Penjaga Sekolah 

 Satpam 

 Pegawai kebersihan 

maksimum penggunaan 

dana BOS untuk belanja 

pegawai, serta kualifikasi 

guru honorer harus sesuai 

bidang yang diperlukan. 

9. Pengembangan 

profesi guru 
 KKG/MGMP 

 KKKS/MKKS 

 Menghadiri seminar yang 

terkait langsung dengan 

peningkatan mutu 

pendidik dan ditugaskan 

oleh sekolah 

 Khusus untuk sekolah 

yang memperoleh 

hibah/block grant 

pengembangan KKG/ 

MGMP atau 

sejenisnya pada tahun 

anggaran yang sama 

hanya diperbolehkan 

menggunakan dana 

BOS untuk biaya 

transport kegiatan 

apabila tidak 

disediakan oleh 

hibah/blockgrant 

tersebut. 

 Fotocopy 

 Biaya pendaftaran 

dana akomodasi 

seminar 

10. Membantu 

peserta didik 

miskin 

 Pemberian tambahan 

bantuan biaya transportasi 

bagi peserta didik miskin 

yang menghadapi 

masalah biaya transport 

dari dan ke sekolah 

 Membeli alat transportasi 

sederhana bagi peserta 

didik miskin yang akan 

menjadi barang inventaris 

sekolah (misalnya sepeda, 

perahu penyeberangan, 

dll) 

 Membantu membeli 

seragam, sepatu dan alat 

tulis bagi peserta didik 

penerima 

 Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) atau peserta didik 
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No. Komponen 

Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

yang orang tuanya 

memiliki Kartu 

Perlindungan Sosial 

(KPS). 

11. Pembiayaan 

pengelolaan 

BOS 

 Alat tulis kantor (ATK 

termasuk tinta printer, CD 

dan flash disk) 

 Penggandaan, surat 

menyurat, insentif bagi 

bendahara dalam rangka 

penyusunan laporan BOS 

dan biaya transportasi 

dalam rangka mengambil 

dana BOS di Bank/PT 

Pos. 

 

12. Pembelian dan 

perawatan 

perangkat 

komputer 

Pembelian Desktop/work 

station Printer atau printer 

plus scanner 

 Printer 1 unit/tahun 

Desktop/worksatatin 

maksimum 5 unit untuk 

SMP dan 3 unit untuk 

SD. 

 Peralatan komputer 

tersebut harus dicatat 

sebagai inventaris 

sekolah. 

13. Biaya lainnya 

jika seluruh 

komponen 1 

s.d 12 telah 

terpenuhi 

pendanaannya 

dari BOS 

 Alat peraga/media 

pembelajaran 

 Mesin ketik 

 Peralatan UKS 

 Pembelian meja dan kursi 

peserta didik jika meja 

dan kursi yang ada sudah 

rusak berat 

Penggunaan dana untuk 

komponen ini harus 

dilakukan melalui rapat 

dengan dewan guru dan 

komite sekolah 

Dana BOS juga dapat digunakan untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga 

kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri maksimal 

sebesar 15% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun 

(Permendikbud 2014:32). Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 (2014:36-7) melarang penggunaan 
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dana sebagai berikut: (1) Disimpan dengan maksud dibungakan; (2) Dipinjamkan 

kepada pihak lain; (3) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS; 

(4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; (5) Membayar iuran 

kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/ 

Pusat, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam 

kegiatan tersebut; (6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; (7) 

Membeli seragam bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi, kecuali 

untuk peserta didik penerima BSM; (8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan 

berat; (9) Membangun gedung baru; (10) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang tidak mendukung proses pembelajaran; (11) Menanamkan saham; (12) 

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah; (13) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya 

dengan operasi sekolah; (14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti 

sosialisasi terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD 

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai penggunaan BOS, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada intinya dalam menggunakan dana BOS harus sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, utamanya untuk kegiatan operasional sekolah. 

2.1.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

Kaplan dan Northon (2001:288) dalam Sagala (2013:223) menjelaskan 

bahwa: 

ada 2 faktor yang mempengaruhi anggaran yang dinamis yaitu 

anggaran operasional dan strategi anggaran. Anggaran operasional 
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adalah anggaran yang berhubungan dengan meramalkan pengeluaran 

penyelenggaraan program baik yang berkaitan dengan manajemen 

sekolah maupun manajemen pembelajaran. Anggaran strategi [strategi 

anggaran] memiliki suatu kekuatan inisiatif untuk mengatasi 

kesenjangan antara keinginan berperilaku kurang baik dan kemauan 

keras mencapai sesuatu melalui peningkatan yang berkesinambungan.  

Sagala (2013:223) mengemukakan bahwa “Biaya (cost) adalah seluruh dana 

baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber 

(pemerintah, masyarakat dan orang tua) yang diperuntukkan bagi 

penyelenggaraan sekolah”. Lebih lanjut dijelaskan Sagala (2013:224) bahwa: 

biaya memberikan dampak positif, setiap program sekolah antara lain: 

(1) bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan peningkatan 

kesejahteraan personal tata usaha yang tentunya berimplikasi pada 

kegiatan belajar mengajar di sekolah dan (2) karena dengan dana yang 

cukup guru tidak usah mencari tambahan di luar sekolah tempat ia 

bertugas dan bisa mencurahkan perhatiannya ditempat dia mengajar.  

Berdasarkan uraian tersebut biaya atau dana yang didapat dari berbagai 

sumber akan berdampak pada penyelenggaran program di sekolah terutama 

kegiatan operasionalnya. Manajemen sekolah yang baik dan berkualitas tentu 

harus didukung oleh ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 

Sagala (2013:218-221) menjelaskan bahwa kebutuhan sekolah meliputi: (1) 

kebutuhan peserta didik; (2) perlengkapan dan peralatan, maksudnya adalah 

semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang 

penyelenggaraan proses belajar mengajar; (3) pemeliharaan dan perawatan, dalam 

hal ini pemeliharaan dan perawatan sarana berfokus pada peralatan dan 

perlengkapan sekolah yang sudah tidak baik; (4) sarana dan prasarana; (5) gaji 

guru. Hal ini membuktikan bahwa dana pendidikan mempunyai peran penting 

bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan operasional 

sekolah sendiri merupakan pembiayaan untuk memenuhi program-program 
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sekolah. Agar sekolah dapat memenuhi kebutuhan program-program sekolah 

diperlukan tahapan perencanaan yang matang. Menurut Fattah (1996:49) dalam 

Sutomo, dkk (2011:12) terdapat kegiatan perencanaan yang meliputi “(a) 

perumusan tujuan yang ingin dicapai; (b) pemilihan program untuk mencapai 

tujuan itu; dan (c) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu 

terbatas”. Perencanaan keuangan di sekolah, diawali dengan penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Menurut Sagala (2013:224) dalam 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diawali dengan 

diadakannya rapat antara komite sekolah dan pimpinan sekolah untuk mengelola 

sekolah berdasarkan rencana program sekolah dan besaran anggaran yang 

tersedia, karena sebelum menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia. Menurut Sagala 

(2013:225) ada hal yang perlu diperhatikan para pengambil kebijakan pendidikan 

dan kepala sekolah berkaitan dengan budget, antara lain: 

(1) Program kurikulum dan pengajaran termasuk didalamnya 

pelayanan peserta didik (perlengkapan yang berhubungan dengan 

kebutuhan peserta didik) pengajaran buku perpustakaan; (2) 

pengembangan sekolah dengan kemampuan performace kompetensi 

sekolah. Pengembangan program kerjasama; (3) pelayanan peserta 

didik (pupil service) yaitu layanan peserta didik ditingkatkan 

faktornya apa saja; kemampuan khusus, pelayanan psikologis, 

pelyanan kesehatan, personal peserta didik; (4) pelayanan daya 

dukung (supporting service of the budgeting); (5) saiaries dan wages 

(upah dan gaji); dan (6) materials and supplies bahan dan fasilitas, 

furniture & equipment school maintenens/pemeliharaan  alat-alat. 

 Lebih lanjut Sagala (2013:225) menjelaskan bahwa dalam penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah tidak berdasarkan 

kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah melainkan kepada 
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petunjuk pelaksanaan yang sudah tersedia, selain itu banyak anggaran yang 

tumpang tindih dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah di antaranya anggaran rutin, dana bantuan operasional, dan anggaran 

operasional pemeliharaan dan fasilitas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

harus berlandaskan anggaran yang tersedia, kemudian anggaran tersebut 

digunakan untuk program-program sekolah dan memaksimalkan pemanfaatan 

sumber biaya yang ada untuk kebutuhan sekolah. 

2.1.5 Hakikat Sekolah Dasar 

Menurut Sagala (2013:70) “sekolah sebagai instuisi atau lembaga pendidikan 

merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan”. 

Adapun pengertian sekolah menurut Hadari Nawawi (1982)  dalam Sagala 

(2013:70) sebagai berikut: 

“sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar sebuah ruangan atau 

gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi 

pengetahuan. Akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya jauh 

lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang 

terikat dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu 

sistem nilai”. 

Hal yang sama diungkapkan Reimer dalam Sagala (2013:70) bahwa 

“sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur 

tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum 

yang bertingkat”. Tugas utama sekolah adalah menjalankan proses belajar 

mengajar, evaluasi kemajuan hasil belajar peserta didik, dan meluluskan peserta 

didik yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan.  
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Dari beberapa pendapat mengenai sekolah tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sekolah adalah sebuah tempat kerja sama sejumlah orang yang terdiri dari 

unsur-unsur sekolah, seperti kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, 

tata usaha, dan sebagainya di bawah kontrol dari pemerintah. Menurut Sagala 

(2013:71) “dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi, keadaan sekolah terdiri dari 

sekolah yang maju, sedang, dan tertinggal”. Undang-undang Sisdiknas No. 20 

tahun 2003 Bab VI Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pendidikan dasar 

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.  

 Sekolah dasar (disingkat SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari 

kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke 

Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Pelajar sekolah dasar umumnya 

berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun 

dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah dasar 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pendidikan di sekolah dasar 

mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan satuan pendidikan lainnya. 

Karakteristik pendidikan SD dibagi menjadi 2 yaitu karakteristik umum dan 

karakteristik khusus. Menurut Dirjen Dikti (2006) dalam Wardani, dkk (2010:2.8) 

ada 4 karakteristik umum pendidikan SD yaitu: (1) Kemelekwacanaan (literacy), 

menjelaskan pemahaman siswa tentang berbagai fenomena yang ada 
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lingkungannya; (2) Kemampuan berkomunikasi, menjelaskan bahwa dalam 

pendidikan di SD diarahkan pada pembentukan kemampuan berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (3) Kemampuan memecahkan 

masalah (problem solving), menjelaskan dalam memecahkan masalah harus 

memilih alternatif yang paling tepat; (4) Kemampuan bernalar (reasoning), 

menjelaskan bahwa siswa di SD diarahkan pada kemampuan berpikir logis agar 

dapat bernalar. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dirjen Dikti (2006) dalam Wardani, 

dkk (2010:2.9-2.12) pembahasan karakteristik khusus pendidikan SD meliputi 

komponen-komponen pendidikan SD secara khusus, meliputi pembahasan tentang 

(1) Siswa SD, yang dimaksud siswa SD adalah anak-anak yang usianya antara 6-

12 tahun, selain itu siswa SD memiliki karakteristik dari segi fisik dan mental 

yang berbeda; (2) Guru, guru di satu SD cukup terdapat enam guru serta guru 

agama dan guru Pendidikan Jasmani; (3) Kurikulum, kurikulum pendidikan dasar 

mempunyai tujuan yang khas yaitu mengembangkan kemampuan dasar anak SD 

dan perubahan kurikulum berdampak pada satuan waktu yang digunakan; (4) 

Pembelajaran, ciri utama pembelajaran di SD adalah pembelajaran terpadu atau 

tematik, kegiatan konkret, kegiatan manipulatif berupa pemberian kesempatan 

untuk mengutak-atik benda-benda tertentu, serta pengalaman langsung (hands-on 

experiences); (5) Gedung dan peralatan pembelajaran, gedung dan peralatan 

pembelajaran di SD sangat bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang 

sangat mewah. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa gedung SD terdiri 

dari 3-6 ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah.  Pembekalan SD 

diberikan selama 6 tahun, dan selama itu anak-anak terbentuk karakter dasarnya, 



33 

 

 

 

sehingga mereka dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berdedikasi 

tinggi dalam aktifitas hidupnya. Sekolah dasar sebagai basis pendidikan formal 

harus benar-benar dipahami oleh semua orang sehingga mereka dapat mengikuti 

pola pendidikannya. Tanpa pendidikan dasar tentunya akan sulit untuk memahami 

konsep-konsep baru pada tingkatan yang lebih tinggi.  

Agar semua anak di Indonesia yang berusia 7-12 tahun dapat menempuh 

pendidikan sekolah dasar, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk 

meringankan biaya pendidikan dan memberi kesempatan kepada seluruh anak-

anak di Indonesia tanpa terkecuali untuk bersekolah. Kebijakan baru tersebut ialah  

program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diberikan kepada 

semua sekolah SD dan SMP di seluruh provinsi Indonesia dengan tujuan 

pemenuhan kebutuhan sekolah. Besaran dana BOS yang diterima SD sesuai 

dengan jumlah peserta didik yang ada, dan dalam penggunaannya harus mengkuti 

pedoman yang berlaku agar dana dapat tersalur dengan benar. Pemberian dana 

BOS sangat bermanfaat bagi peserta didik SD untuk meringankan biaya 

pendidikan sekaligus menjadi dorongan kepada anak yang berusia 7-15 tahun 

untuk dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga layanan pendidikan dasar di 

Indonesia semakin bermutu.  

2.2 Kajian Empiris 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) “Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sekolah 

Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang)”. Disusun oleh 

Ahmad Ardi Yahya (2013) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa keinginan 

masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi yaitu 

Transfer of payment yang dilakukan oleh pemerintah berupa subsidi dana 

pendidikan BOS dan sekolah gratis telah dirasakan manfaatnya di wilayah 

Kecamatan Blimbing Kota Malang, siswa tidak lagi ditarik pungutan, akan 

tetapi terdapat beberapa kendala, besaran dana yang dikucurkan belum mampu 

menutupi seluruh biaya operasional sekolah, dikarenakan tidak boleh menarik 

pugutan maka diharapkan adanya peran serta masyarakat, akan tetapi terjadi 

hal yang dilematis yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan BOS dan 

sekolah gratis berimbas juga terhadap peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan operasional sekolah.   

2) “Prosedur Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tingkat 

Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Pemberian BOS pada Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Bekasi”. Disusun oleh Agustin Rusiana Sari, Budi Priyanto, dan 

Agnes Dwihardini (2010), Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa prosedur Program BOS sudah sesuai dengan 

pedoman yang ditentukan dan orang tua siswa SD Negeri di Kota Bekasi 

sangat puas dengan pemberian BOS. 

3) “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada”. Disusun oleh Gede Andrayan Semara 

Bhawa, Dr. Iyus Akhmad Haris, M.Pd, dan Drs Made Artana (2014), Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar 
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sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan 

dan Pertangungjawaban Keuangan dana BOS Tahun 2013, (2) tingkat 

efektivitas pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar mencapai 87%, 

berada dalam kriteria sangat efektif, (3) masalah yang dihadapi seluruh sekolah 

dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami 

pengelolaan dana BOS, (4) upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu 

melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan 

penguatan pada komite terkait dana BOS. 

4) “Analisis Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Rata-rata Masa 

Kerja Guru, dan Rasio Siswa Tidak Mampu terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar”. Disusun oleh Surya Diputra dan Gde 

Indra (2013), Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hasil analisis terhadap 

data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa variabel bantuan 

operasional sekolah, kemampuan ekonomi orang tua dan rata-rata masa kerja 

guru baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar.  

5) “Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Optimalisasi 

Proses Belajar Mengajar pada Tingkatan Sekolah Menengah Pertama di Kota 

Samarinda”. Disusun oleh Muhammad Ramadhansyah (2013), mahasiswa 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Mulawarman. Hasil penelitian ditinjau dari pengujian hipotesis 

melalui berbagai teknik statistik parametrik, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

dana BOS memang memiliki korelasi (R) yang positif terhadap optimalisasi 
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proses belajar mengajar dengan tingkat hubungan yang kuat. Melalui analisis 

regresi linier diperoleh 0,778X, yang artinya apabila Dana BOS berubah satu 

satuan dan akan menyebabkan perubahan sebesar 0,778 terhadap optimalisasi 

proses belajar mengajar dan melalui kecermatan prediksi dengan 

membandingkan Sy dan SEest maka didapat Sy = 7,653 dan SEest = 5,859, 

dengan demikian Sy>SEest. Hal ini menunjukkan prediksi tersebut cermat 

bahwa dana BOS memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi proses 

belajar mengajar. Melalui analisis koefisien determinansi ternyata dana BOS 

memiliki pengaruh sebesar 42,4% terhadap optimalisasi proses belajar 

mengajar pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda. 

6) “Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Siswa Kurang 

Mampu”. Disusun oleh Ahmed Fernanda Desky (2013), mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa fungsi menifes kebijakan Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) bagi siswa kurang mampu di SMPN 1 Bilah Hulu dan SMP swasta Bina 

Widya yaitu orang tua siswa tidak bersusah payah membiayai pendidikan anak 

karena sudah tertutupi oleh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berupa 

bantuan perlengkapan sekolah. Sedangkan fungsi laten pada kebijakan Bantuan 

Opersional Sekolah (BOS) ada pengaruhnya terhadap peningkatan prestasi 

belajar siswa kurang mampu yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata raport 

siswa kurang mampu. 

 Berdasarkan hasil penelitian para peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian berfokus pada program dana BOS memiliki hasil penelitian yang 
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bervariasi dan menunjukkan keterbukaan karena jenis penelitiannya adalah 

kualitatif yang mendeskripsikan secara detail data yang diperoleh pada saat di 

lapangan. Oleh karena itu, peneliti berminat memperdalam penelitian dengan jenis 

penelitian kualitatif dengan judul “Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah 

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada Sekolah Dasar 

Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok”. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan 

nasional, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara di bidang pendidikan. 

Negara dan pemerintah memiliki kepentingan terhadap sektor pendidikan dalam 

rangka membangun sumber daya manusia yang cerdas sebagai aset bangsa untuk 

menghadapi persaingan nasional maupun global, khususnya dalam membentuk 

masyarakat madani yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk operasional (program) 

dari sebuah kebijakan di bidang pendidikan. Pada bulan Juli tahun 2005, 

pemerintah resmi memprogramkan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Latar belakang pemberian dana BOS diawali dengan adanya kebijakan 

pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 yang diprioritaskan pada 

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar untuk meningkatkan 

pelaksanaan wajib belajar lebih berkualitas. Dalam perkembangannya, program 

BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme 

penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Besaran dana BOS mulai 

tahun 2014 yang diterima oleh sekolah dibedakan mejadi dua kelompok sekolah, 
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yaitu sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) serta sekolah 

dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB). Untuk peraturan BOS 

tahun anggaran 2015 mengalami perubahan yaitu pada sasaran program dan besar 

bantuan.  Besaran dana BOS mulai tahun 2015 yang diterima oleh sekolah 

dibedakan mejadi dua kelompok sekolah, yaitu sekolah dengan jumlah peserta 

didik minimal 60 (SD/SDLB) serta sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 

60 (SD/SDLB). Pada Januari 2015 besaran dana BOS untuk tingkat Sekolah 

Dasar sederajat naik menjadi Rp 800.000,- dari yang semula Rp 580.000,-. 

Melihat perkembangan jumlah dana BOS yang meningkat, peraturan yang 

berubah dan jumlah peserta didik yang selalu meningkat setiap tahunnya maka 

peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan dana BOS dalam Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah.  

Sekolah yang akan diteliti sejumlah 8 Sekolah Dasar Negeri yang berada 

dalam Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok. Kedelapan sekolah tersebut 

merupakan sekolah dasar negeri yang menerima dana BOS dan rata-rata jumlah 

keseluruhan peserta didik tidak terlalu berbeda dan memiliki akreditas sekolah 

dalam kategori baik. Peneliti ingin memberikan gambaran kongkret mengenai 

penggunaan dana BOS dalam RKAS di kedelapan sekolah tersebut, mulai dari 

penyusunan RKAS, pihak yang terkait dalam penyusunan RKAS, bagaimana dana 

BOS digunakan dalam RKAS serta hambatan yang dihadapi sekolah dalam 

menjalankan program BOS di sekolah. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui 

sumber dana yang diterima sekolah selain dari dana BOS, dan ada tidaknya 

bantuan yang diterima sekolah dari masyarakat ataupun orangtua peserta didik. 
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Peneliti memandang perlu adanya pengamatan mengenai penggunaan dana 

BOS dalam penyusunan RKAS. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan duraikan tentang jenis dan desain penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, validitas 

dan keabsahan data, serta teknik analisis data. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif dengan jenis 

penelitian kualitatif. Menurut Karlinger (1996) dalam Riduwan (2013:49) 

mengatakan bahwa “penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis”. 

Sukmadinata (2012:54) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif (descriptive 

research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang 

lampau.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut 

Moleong (2012:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan metode ilmiah. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan, 

menggambarkan, dan menguraikan bagaimana sekolah merencanakan program 
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BOS. Metode survei deskriptif kualitatif dalam penelitian ini di fokuskan pada 

mendeskripsikan perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan Cilongok, mulai dari perencanaan program BOS yang tertuang 

dalam RKAS hingga hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam 

menjalankan program BOS. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yaitu SDN 1 Cilongok, SDN 2 

Cilongok, SDN 3 Cilongok, SDN 1 Pernasidi, SDN 1 Cipete, SDN 2 Cipete, SDN 

1 Batuanten, SDN 2 Batuanten. Penelitian survey dilaksanakan selama 3 bulan, 

terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2015. 

3.3 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sub bab ini akan dibahas data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data. Adapun pembahasannya sebagai berikut. 

3.3.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Lofland 

(1984:47) dalam Moleong (2012:157) menjelaskan bahwa sumber data utama 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Data yang berbentuk tulisan diperoleh melalui dokumentasi, sedangkan data 

lisan diperoleh melalui wawancara dan hasil pengamatan yang sudah dituangkan 

dalam bentuk tulisan, wawancara ditujukan pada responden yang  memiliki 

pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
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3.3.2 Jenis Data 

Moleong (2012: 157) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat 4 

jenis data, yaitu:  

1). Kata-kata dan tindakan 

 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama, sumber data ini dapat dicatat melalui catatan tertulis, rekaman, voice 

recording, dan foto. Data yang berasal dari kata-kata dan tindakan sumber data mulanya 

dikumpulkan secara acak sebanyak mungkin tanpa harus dibatasi oleh fokus masalah, 

setelah data terkumpul kemudian masuk dalam tahap data collecting sebelum direduksi 

untuk dipilah data mana yang memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan fokus 

penelitian. 

2). Sumber data tertulis 

 Sumber data dapat dikatakan sebagai sumber data kedua setelah kata-kata dan 

tindakan, dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi.  

3). Foto 

 Bogdan dan Biklen (1982) dalam  Moleong (2012:160) menjelaskan bahwa foto 

dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Terdapat dua 

kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang 

dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti. 

4). Data Statistik 

 Data statistik berhubungan dengan angka yang mengarah pada fokus penelitian, 

data ini membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar 
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penelitian. Dari keempat data yang ada, data statistic tidak perlu dimasukan dalam catatan 

lapangan.  

3.3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Data yang peneliti kumpulkan adalah data yang sesuai dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, yaitu perencanaan penggunaan dana BOS.  

Sesuai dengan arah penelitian tentang perencanaan program BOS, untuk 

mendapatkan data, dan keterangan yang jelas, tepat, dan akurat yang ada di SDN 

Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok, peneliti menetukan pihak-pihak yang 

menjadi sumber data. Diharapkan informasi yang diperoleh dapat dijadikan 

sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan sumber  data 

dilakukan secara purposive yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. 

Adapun sumber data yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah. Untuk mendukung dan memperkuat 

informasi, peneliti menggunakan data dokumen, antara lain arsip sekolah tentang 

BOS. 

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bungin 

(2011:110) menjelaskan bahwa “metode pengumpulan data kualitatif  yang paling 

independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis adalah 

metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta 

metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan 
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internet”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara dengan beberapa responden, observasi dan dokumentasi.  

Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (1995) dalam Sugiyono 

(2013: 309) menyatakan bahwa “The fundamental methods relied on by 

qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, 

direct observation, in-depht interviewing, document review”. Penelitian kualitatif 

seperti yang dikemukakan Chatherine Marshall dan Gretchen B. Rosman 

memiliki 3 tahapan dalam pengumpulan data, yaitu : observasi, wawancara, dan 

dokumentasi 

Observasi 

Menurut Bungin (2011:118) “metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan”. Observasi merupakan salah satu cara 

mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap 

suatu objek penelitian dan mencatat hal yang terjadi ketika pengamatan. Dalam 

penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mencatat informasi yang 

didapatkan dari responden untuk mengetahui keadaan umum dan juga gambaran 

umum tentang perencanaan program BOS di SD Negeri Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok.  

Penelitian ini dilakukan dengan jalan pengamatan langsung di lapangan, 

wawancara, dan studi dokumenter kemudian mencatat fenomena yang terjadi 

terkait dengan publikasi sekolah tentang program BOS di SD Negeri Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
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Wawancara 

Menurut Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2013:316) 

mengemukakan bahwa “interviewing provide the research a means to gain a 

deeper understanding of how the participant interpret a situation or pheomenon 

than can be gained through observation alone”. Maksud dari pernyataan tersebut 

adalah dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi 

dimana hal ini tidak bisa ditemukan hanya melalui observasi. Lebih lanjut Bungin 

(2011:111) menjelaskan bahwa wawancara mendalam merupakan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara. Kesimpulannya, wawancara 

merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dan responden 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijawab oleh orang yang diwawancarai.  

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 

semiterstruktur yang termasuk dalam wawancara mendalam atau in-depth 

interview. Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara 

yang berisi butir-butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Peneliti 

mengembangkan pertanyaan sesuai perkembangan wawancara, dengan 

menggunakan alat perekam. Wawancara dilakukan untuk menggali secara 

mendalam tentang perencanaan program BOS di SD Negeri Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.  
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Dokumentasi 

Metode dokumenter merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Bungin 2011:124). Sukmadinata 

(2011:221) mengemukakan bahwa “metode dokumenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”. Lebih lanjut Riduwan 

(2013:77) menjelaskan bahwa dokumentasi bertujuan untuk “memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan 

penelitian”. Pengambilan gambar dan rekaman wawancara merupakan bentuk dari 

dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, dan video. 

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dalam penelitian ini untuk 

mengetahui secara objektif perencanaan program BOS yang ada di SDN Gugus 

Sari Kelapa Kecamatan Cilongok. Selain itu, dalam penelitian ini dokumentasi 

merupakan media perekam data yang membantu memperjelas data. Dokumen-

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen yang 

terkait dengan BOS. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa RKAS, dan 

dokumen sekolah lainnya yang berkaitan dengan program BOS. Dengan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi diharapkan data yang diperoleh benar-

benar valid.  
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3.4 Validitas dan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran dari analisis 

data. Untuk memeriksa keabsahan data penelitian kualitatif didasarkan atas 

sejumlah kriteria, menurut Moleong (2012: 324-6) ada empat kriteria untuk 

memeriksa keabsahan data, yaitu : 

1). Derajat kepercayaan atau credibility, digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kebenaran hasil penelitian dapat mengungkap realitas yang 

sesungguhnya. 

2). Keteralihan atau transferability, merupakan kriteria keteralihan hasil 

penelitian yang diperoleh dapat diterapkan dalam konteks lain. Keteralihan 

data ini menyatakan bahwa generalisasi suatu temuan berlaku pada semua 

kondisi yang sama di atas dasar penemuan yang diperoleh dari sampel yang 

representatif mewakili populasi studi. 

3). Kebergantungan atau dependability, merupakan kriteria yang ditunjukan 

dengan jalan mengadakan replikasi studi. 

4). Kepastian atau confirmability, merupakan kriteria untuk memastikan bahwa 

sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang 

terhadap pandangan, pendapat atau penemuan seseorang. 

Penetapan validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar objek 

data yang nantinya digunakan sebagai pembanding atau pengecekan silang (cross 

check) terhadap data hasil temuan. 
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Triangulasi menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2013:369) 

“….is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data 

according to the convergence of multiple daa sources or multiple data collection 

procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data melalui berbagai perspektif, berdasarkan perspektifnya, 

triangulasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

1). Triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang diperoleh diuji kredibilitasnya melalui pengecekan silang 

dari sumber lain, dan jika data dari sumber utama dan sumber pembanding 

serupa, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh valid 

dan absah 

2). Triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Informasi dari responden diuji kredibilitasnya melalui 

dua atau lebih teknik pengambilan data yang berbeda. 

3). Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, 

apakah seiring waktu data dari responden berubah atau tetap, itulah sebabnya 

triangulasi waktu diperlukan dalam penelitian kualitatif.    

Menurut Moleong (2012:178), keabsahan data melalui teknik triangulasi 

dapat diketahui melalui : 

1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
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2). Membandingkan dengan apa saja yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

4). Membandingkan keadaan pada perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang lain. 

5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutan. 

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk memeriksa keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan metode. Misalnya untuk menggali 

perencanaan penggunaan dana BOS, peneliti melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah. Hasilnya dibandingkan 

antara jawaban kepala sekolah dengan jawaban bendahara BOS, dan komite 

sekolah sehingga informasi tentang perencanaan penggunaan dana BOS dapat 

dipercaya kebenarannya. Peneliti juga melakukan triangulasi metode dimana 

informasi yang didapat melalui hasil wawancara tentang perencanaan penggunaan 

dana BOS diperiksa lagi kebenarannya dengan membandingkan antara hasil 

wawancara dengan dokumen terkait yaitu RKAS. Peneliti membandingkan data 

dari beberapa teknik pengumpulan data untuk mengetahui keabsahan data. Jika 

dari beberapa sumber dan dari beberapa metode yang digunakan hasilnya sama 

berarti data yang diperoleh adalah memperoleh keabsahan data. Kesimpulannya, 

teknik triangulasi memanfaatkan penggunaan teknik perbandingan antara data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan biken (1982) dalam Moleong (2012:248) analisis data 

kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain”. 

Sieddel (1982) dalam Moleong (2012:248) menjabarkan proses analisis data 

kualitatif sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-

temuan umum. 

Sugiyono (2013:331) mengatakan bawa dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh.  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

Miles and Huberman (1984), teknik ini dilakukukan secara interaktif dan terus 

menerus sampai data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif Miles 

dan Huberman ditunjukan dalam model interaktif berikut. 
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Gambar 3.1.  Skema Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2013:335) 

Data Collection adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data sebanyak 

mungkin tanpa batasan fokus penelitian, data yang terkumpul dalam jumlah 

banyak nantinya akan membuat penelitian berkembang dan bisa saja terjadi 

perubahan fokus penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan banyak 

cara dan juga dengan alat bantu apapun untuk dapat membantu mengingat data. 

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Data reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam menganalisis 

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2013:336). 

Data 

collection 

Data display 

 

Data 

reduction 

Conclusions: 

Drawing/verifying 
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Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara. Tahap 

reduksi data dalam penelitian ini meliputi: 

a) Merangkum hasil wawancara yang telah dilakukan. 

b) Memilah hasil wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam 

artian, data yang tidak perlu dapat direduksi. 

c) Hasil wawancara yang tersisa disederhanakan menjadi susunan bahasa yang 

baik, kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. 

2. Data display (Penyajian Data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian 

data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

mudah dipahami. “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya” (Sugiyono, 2013:339). Penyajian data dalam penelitian ini adalah 

menyajikan hasil wawancara yang telah disalin dalam bentuk tulisan. 

3. Conclusion drawing/verification  

 Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 

2013:343). 

Berdasarkan pengertian tersebut, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan membandingkan data dari ketiga responden yang sudah 

diwawancarai. Data wawancara tersebut dirangkum sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan penggunaan BOS dalam RKAS di SDN Gugus Sari Kelapa 

Kecamatan Cilongok sudah sesuai atau belum sesuai. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bagian ini akan duraikan tentang simpulan dan saran peneliti. 

5.1   Simpulan 

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan kebijakan dari 

pemerintah di bidang pendidikan yang sudah terselenggara sejak tahun 2005 

dengan tujuan agar semua warga Indonesia dapat menempuh pendidikan dasar 

tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 34 

Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya. Berdasarkan data yang diperoleh, deskripsi program BOS pada 

tahap perencanaan di SD Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok tersebut 

telah disajikan dan dibahas pada Bab IV. Berikut dipaparkan kesimpulan 

berdasarkan hasil-hasil penelitian ini.  

1. Secara umum implementasi program BOS pada tahap perencanaan yang ada 

di SDN Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan dari pemerintah. Mulai dari pembentukan tim manajemen 

BOS, rapat persiapan, menyusun RKAS di awal tahun pelajaran sampai 

membuat RKAS perubahan. Program-program kegiatannya pun sesuai 

dengan Juknis BOS 2014. Sebelumnya sekolah memilih tim manajemen BOS 

sekolah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan BOS 
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di SD Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok. Tim terdiri dari 

kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan orang tua peserta didik. Kemudian 

pada saat pembuatan RKAS melibatkan peran dewan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya untuk melaporkan masing-masing kebutuhan selama 1 

tahun.  

2. Keterlibatan dewan guru dalam penyusunan RKAS sangatlah aktif, untuk 

peran komite sekolah sendiri masih kurang, karena komite sekolah hanya 

menyetujui dan menandatangani RKAS serta berperan pada masalah yang 

berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah. 

3. Sekolah memasang papan pengumuman berisikan rencana dan laporan 

penggunaan dana BOS pada dinding sekolah dan diperbaharui setiap 

triwulan. Selain itu, sekolah juga memasang pengumuman terkait komponen 

yang boleh dibiayai dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS.  

4. Ketentuan sekolah gratis menyulitkan sekolah untuk menggalang dana 

partisipasi masyarakat meskipun dalam panduan diperbolehkan adanya 

partisipasi masyarakat berbentuk sumbangan sukarela. 

5. Terdapat dana pendamping dari pemerintah daerah provinsi untuk sekolah 

dengan jumlah peserta didik lebih dari 100, kemudian untuk sekolah yang 

memiliki jumlah peserta didik kurang dari 100 mendapat dana pendamping 

dari provinsi dan kabupaten. 

6. Pada dasarnya sekolah memerlukan sumber dana yang dapat dikelola secara 

otonomi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peraturan penggunaan 
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dana BOS dirasa cukup menyulitkan karena sekolah tidak punya sumber dana 

lain yang lebih fleksibel penggunaannya.  

7. Sekolah selalu membuat rencana penggunaan dana BOS baik untuk 

pengadaan barang ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Program-program 

yang disusun sesuai dengan buku panduan pelaksanaan BOS yang 

dikeluarkan pemerintah. Program yang telah disusun sekolah dilaksanakan 

sesuai dengan RKAS. Terkadang di pertengahan tahun pelajaran ada saja 

kegiatan yang tidak terduga yang harus dilaksanakan, hal tersebut akan 

ditambahkan pada RKAS-P yang dibuat pada semester II.  

8. Ada kenaikan anggaran untuk tahun 2015 menjadi Rp. 800.000,- . Sosialisasi 

program BOS Kecamatan Cilongok sudah dilakukan di UPK pada bulan 

Februari dan diikuti oleh kepala sekolah dan bendahara BOS masing-masing 

SD.  

9. Hambatan yang dirasakan SDN Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok 

dalam implementasi program BOS adalah tidak adanya tenaga ahli yang 

fokus untuk mengurus administrasi BOS. 

10. Selama ini sekolah belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat 

mengenai pelaksanaan program BOS. 

11. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu sekolah untuk 

mengembangkan programnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP)  yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta 
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pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Alokasi dana BOS 

terbesar ada pada pos standar proses dan standar pembiayaan.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Sekolah dasar perlu memiliki tenaga khusus di bidang administrasi untuk 

menangai program BOS. 

2. Peran serta komite sekolah sangatlah penting, oleh karena itu disarankan 

agar komite sekolah lebih berperan aktif dalam penyusunan RKAS.  

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembuat kebijakan dan 

penyusun standar operasional program perlu melakukan kajian yang 

berkelanjutan tentang kebutuhan riil operasional sekolah, agar ketentuan 

dalam penggunaan dana BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-

masing sekolah.  
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Lampiran 1 

KISI-KISI PENGAMBILAN DATA PENELITIAN 

PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI SDN GUGUS SARI  

KELAPA KECAMATAN CILONGOK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No. Sumber Data Fokus 

Teknik 

Pengambilan 

Data 

Data yang 

dibutukan 

1. Kepala Sekolah 

SDN Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan 

Cilongok 

Profil 

Sekolah 

Studi 

Dokumentasi 

1. Struktur 

organisasi. 

2. Visi, dan misi. 

3. Jumlah peserta 

didik 

Perencanaan 

penggunaan 

dana BOS 

Wawancara 
Pedoman 

wawancara (L2) 

Studi 

Dokumentasi 

1. RKAS 

2. Publikasi 

sekolah terkait 

program BOS 

2. Bendahara Sekolah 

SDN Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan 

Cilongok 

Perencanaan 

penggunaan 

dana BOS 
Wawancara 

Pedoman 

wawancara (L2) 

3. Komite Sekolah 

SDN Gugus Sari 

Kelapa Kecamatan 

Cilongok 

Perencanaan 

penggunaan 

dana BOS 

Wawancara 
Pedoman 

wawancara (L3) 
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Lampiran 2. Pedoman wawancara untuk Kepala Sekolah dan Bendahara (L2) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Aspek Pertanyaan 

Data peserta didik Apakah sekolah mengisi, mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh Kemdikbud? 

Apakah sekolah memverifikasi jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang ada? 

Penyusunan 

RKAS 

Apakah sekolah membuat RKAS? 

Bagaimana kelengkapan isi dari RKAS? 

Bagaimana proses penyusunan RKAS? 

Apakah tujuan adanya penyusunan RKAS? 

Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAS? 

Keterlibatan 

pihak sekolah 

dalam 

penyusunan 

RKAS 

Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Bagaimana peran Dewan Guru dalam penyusunan RKAS? 

Bagaimana peran Komite Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Pengelolaan dana 

BOS 

Apakah sekolah memiliki tim manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Selain Kepala Sekolah dan Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Apakah sekolah mengadakan rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Publikasi program 

BOS 

Apakah sekolah mengadakan sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Apakah sekolah melakukan pungutan terhadap peserta 

didik? 

Apakah sekolah memasang spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Apakah sekolah menginformasikan dana BOS yang 

diterima dan rencana penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Program BOS 

2015 

Apakah sekolah ini sudah mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 berbeda dengan 2014, 

BOS 2015 anggaran setiap peserta didik menjadi Rp 

800.000,-. Apakah alokasi dana BOS 2015 yang diterima 

mampu menutup semua kebutuhan? 

Kegiatan apa yang baru diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 
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Sumber dana Apakah ada pengelompokan sumber dana dalam RKAS?  

RKAS sekolah masih megacu pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam program BOS 2015? 

Apakah sudah ada kesesuaian antara penggunaan dana 

BOS yang diatur Juknis dan yang ada di RKAS? 

 



121 

 

 

 

Lampiran 3. Pedoman wawancara untuk Komite Sekolah (L3) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

Aspek Pertanyaan 

Data peserta 

didik 

Apakah sekolah mengisi, mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem yang telah 

disediakan oleh Kemdikbud? 

Apakah sekolah memverifikasi jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang ada? 

Penyusunan 

RKAS 

Apakah sekolah membuat RKAS? 

Bagaimana kelengkapan isi dari RKAS? 

Bagaimana proses penyusunan RKAS? 

Apakah tujuan adanya penyusunan RKAS? 

Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAS? 

Keterlibatan 

pihak sekolah 

dalam 

penyusunan 

RKAS 

Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam penyusunan RKAS? 

Bagaimana peran Dewan Guru dalam penyusunan RKAS? 

Bagaimana peran Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS? 

Pengelolaan 

dana BOS 

Apakah sekolah memiliki tim manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Selain Kepala Sekolah dan Bendahara BOS adakah pihak lain 

yang secara khusus menangani pengelolaan dana BOS? 

Apakah sekolah mengadakan rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Publikasi 

program BOS 

Apakah sekolah mengadakan sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Apakah sekolah melakukan pungutan terhadap peserta didik? 

Apakah sekolah memasang spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Apakah sekolah menginformasikan dana BOS yang diterima 

dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman 

sekolah? 

Program BOS 

2015 

Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui program BOS 2015? 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 berbeda dengan 2014, BOS 

2015 anggaran setiap peserta didik menjadi Rp 800.000,-. 

Apakah alokasi dana BOS 2015 yang diterima mampu 

menutup semua kebutuhan? 

Sumber Dana Apakah Bapak/Ibu mengetahui sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang diatur Juknis dan yang ada di 

RKAS? 
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Lampiran 4 

 

CATATAN OBSERVASI 

No. Tanggal Tempat Informan Keterangan 

1. 14-3-2015 
SD Negeri 1 

Cilongok  
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian  

2. 14-3-2015 
SD Negeri 2 

Cilongok  
Kepala Sekolah  

Menyerahkan izin 

penelitian 

3. 14-3-2015 
SD Negeri 3 

Cilongok 
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian 

4. 14-3-2015 
SD Negeri 1 

Pernasidi 
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian 

5. 14-3-2015 
SD Negeri 1 

Cipete 
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian 

6. 14-3-2015 
SD Negeri 2 

Cipete 
Kepala Sekolah  

Menyerahkan izin 

penelitian 

7. 14-3-2015 
SD Negeri 1 

Batuanten 
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian 

8. 14-3-2015 
SD Negeri 2 

Batuanten 
Kepala Sekolah 

Menyerahkan izin 

penelitian 

9. 

 
16-3-2015 

SD Negeri 1 

Pernasidi 
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

10. 19-3-2015 
SD Negeri 3 

Cilongok 
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

11. 19-3-2015 
SD Negeri 2 

Batuanten  
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

12. 19-3-2015 
SD Negeri 1 

Cilongok 
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

13. 20-3-2015 
SD Negeri 3 

Cilongok 
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

14. 26-3-2015 
SD Negeri 1 

Cipete  
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

15. 27-3-2015 SD Negeri 1 Kepala Sekolah Meminta data profil 
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Batuanten  SD 

Meminta dokumen 

RKAS 

16. 28-3-2015 
SD Negeri 2 

Cipete  
Kepala Sekolah 

Meminta data profil 

SD 

Meminta dokumen 

RKAS 
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Lampiran 5 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 1 CILONGOK 

Kode : L2. I KS 

Tempat : SDN 1 Cilongok  

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 

Responden : Sri Astuti, S.Pd Jas (SA) 

Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Cilongok 

Waktu : 11.00 – 11.35 

Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 

 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Selalu mba, pengisian dapodik dilakukan 

setiap semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Ya tentunya, jumlah dana yang diterima 

selalu divalidasi oleh pihak sekolah.  

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, RKAS dibuat dua kali diawal 

tahun pelajaran dan membuat lagi RKAS 

perubahan di semester II. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Didalam RKAS menjabarkan kegiatan 

sekolah yang dirinci ke 8 SNP. Selain itu 

terdapat juga sumber dana yang diterima 

sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun bersama dengan dewan guru 

mba, penyusunannya diawali dengan evaluasi 

diri sekolah, kemudian guru menyampaikan 

kebutuhan kelas masing-masing, dan 

akhirnya diperoleh kesepakatan untuk 

memilih skala kebutuhan yang diprioritaskan 

untuk kebutuhan yang rutin dan mendesak. 

Setelah RKAS jadi, kemudian komite 

mengesahkan dan menyetujui RKAS setelah 

itu tinggal tanda tangan. 
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Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuannya untuk mengendalikan belanja 

keperluan sekolah dan sebagai pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan sekolah untuk 

satu tahun kedepan.   

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat dalam penyusunan RKAS ada 

kepala sekolah, dewan guru dan staf dan juga 

komite yang bertugas menyetujui dan tanda 

tangan RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Perannya mengakomodir pada saat rapat dan 

menjadi penengah pada saat merangkum hasil 

rapat. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif, tugasnya menyumbangkan 

pendapat dan ikut memberikan pertimbangan 

mengenai kebutuhan sekolah. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite berperan aktif, tugasnya memberikan 

usulan prioritas terutama sarana dan 

prasarana. RKAS diketahui dan disetujui oleh 

komite sekolah. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Tentu ada mba, tim manajemen BOS terdiri 

dari kepala sekolah, bendahara dan wakil 

orangtua peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada pegawai administrasinya mba, 

semua pengelolaan BOS diserahkan ke 

bendahara BOS. Tapi usulan saya saja ya 

mba, harusnya di SD ada pegawai TU, jadi 

kan tugas bendahara tidak terlalu berat. 

Padahal administrasi BOS itu banyak sekali 

terutama SPJ, belum lagi peraturan yang 

ganti-ganti dan kalau dana BOS cairnya telat 

sekolah kan harus cari dana talangan, karena 

sekolah sendiri hanya dibiayai oleh dana 

BOS. Jadi terkadang itu yang membuat salah 

satu kendala program BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu mba rutin, minimalnya sebulan sekali, 

rapat dilakukan ketika ada kegiatan yang 

membutuhkan dana BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Sosialisasi BOS kepada orangtua peserta 

didik ada, biasanya rapat bersama di awal dan 

akhir tahun pelajaran pada saat pembagian 

rapot. Selain itu di sekolah sudah ada papan 

pengumuman rencana dan laporan 

penggunaan dana BOS. Untuk sekolah ini 

juga ada papan informasi khusus tentang 

BOS dan kotak pengaduan program BOS. 

Alhamdulillah sampai sekarang orangtua 

belum ada yang mengadu tentang program 
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BOS yang ada di sekolah. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan mba, hanya saja ada 

infaq dan sumbangan sukarela dari orangtua 

peserta didik, yang digunakan untuk beasiswa 

anak miskin dan renovasi ruangan. 

Sumbangan sukarela ini diperbolehkan 

karena jumlahnya seikhlasnya, kalau 

pungutan kan sudah ditentukan dari awal. 

Pendidikan gratis juga membuat pengelolaan 

keuangannya begitu kaku, karena sudah ada 

peraturan penggunaannya sedangkan 

kebutuhan SD begitu banyak, belum lagi 

kegiatan-kegiatan yang sering mendadak 

diadakan.   

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya, sekolah memasang spanduk bebas 

pungutan. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Betul, seperti yang sudah dijelaskan tadi 

bahwa papan pengumuman rencana dan 

realisasi penggunaan BOS digunakan juga 

untuk sosialisasi ke anak maupun orang tua. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Iya sudah mba, kemarin akhir februari ada 

pelatihan di UPK, yang mengikuti sosialisasi 

ada saya dan bendahara sekolah. pengisinya 

dari kepala UPK, pengawas, dan kepala 

sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di 

kabupaten. Isi materi tentang kebijakan BOS 

baru, SPJ, dan perpajakan. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Kalau menutup semua kebutuhan belum ya 

mba, karena kebutuhan riil sekolah sangat 

banyak dan walaupun anggaran naik masih 

belum bisa menutup.   

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Masih tetap ya mba kegiatannya belum ada 

penambahan.  

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Ada mba, karena pelaporannya sendiri-

sendiri. SDN 1 Cilongok menerima dana 

BOS reguler dari pemerintah pusat, ada juga 

BOS damping dari provinsi, yang mendapat 

BOS damping dari provinsi untuk sekolah 

dengan jumlah peserta didik lebih dari 100, 

kemudian ada juga BOS buku, Alhamdulillah 
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Kode : L2. I BN 

Tempat : SDN 1 Cilongok 

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 

Responden : Upi Herawati, S.Pd SD (UH) 

Jabatan : Bendahara SDN 1 Pernasidi 

Waktu : 11.30 – 12.00 

Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 

 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

ada DAK yang diperoleh SD untuk 

perpustakaan. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

RKAS dibuat dua kali di awal tahun pelajaran 

dan di akhir tahun pelajaran sekitar bulan 

desember. RKAS perubahan berisikan 

kegiatan-kegiatan atau kebutuhan sekolah 

yang belum ada pada RKAS awal. Seringkali 

perubahan RKAS kaitannya dengan 

perubahan anggaran BOS, perbedaan harga 

barang, dan ada kegiatan mendadak. Di 

semester II peserta didik mendapat Rp. 

400.000,-. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Iya sudah karena menjalankan program BOS 

berpedoman pada Juknis. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Selalu mengisi dan mengirim dapodik mba, 

biasanya di awal semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya pasti mba sekolah selalu validasi jumlah 

dana yang diterima. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

RKAS dibuat 2 kali mba di awal tahun 

pelajaran dan di akhir semester I. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS ada sumber dana yang diterima 

sekolah, kemudian ada berbagai macam 

kegiatan peserta didik yang didanai oleh 

BOS, dan dalam RKAS juga memuat 
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program-program sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun bersama-sama melalui rapat 

antara kepala sekolah dan dewan guru. Guru 

menyampaikan kebutuhan masing-masing 

kelas. Setelah semua menyampaikan 

pendapat, kemudian dirangkum dan disetujui 

oleh ketua komite sekolah. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

RKAS dibuat untuk merancang kegiatan yang 

ada dengan melihat anggaran yang tersedia. 

Dan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

program di sekolah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat dalam penyusunan RKAS 

adalah kepala sekolah sebagai pemimpin 

rapat, kemudian ada dewan guru, dan komite 

sekolah untuk menyetujui RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Menurut saya peran kepala sekolah menjadi 

fasilitator dan koordinator saat rapat, beliau 

juga sangat demokratis.   

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru juga ikut merumuskan RKAS dan pada 

saat rapat merinci segala macam kebutuhan 

sekolah. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Ikut aktif mba menyumbangkan pendapat, 

biasanya komite kaitannya dengan sarana dan 

prasarana SD.   

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Ada mba, tim manajemen BOS terdiri dari 

kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan 

orangtua. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Nah itu mba, di sekolah ini tidak ada pihak 

yang menangani program BOS, semua 

administrasi dilakukan bendahara. Menurut 

saya seharusnya yang jadi bendahara itu 

bergilir, jadi adil mendapat jatah menjadi 

bendahara dan semua guru jadi mengetahui 

tugas berat menjadi bendahara BOS, terus 

perlu juga tenaga khusus yang pintar 

keuangan agar tau solusi kalau ada 

kekurangan dan keterlambatan dana BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu mba, rapat intern pihak sekolah sendiri 

apabila mau ada lomba atau perubahan harga.   

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Biasanya lewat rapat orangtua peserta didik 

di awal tahun. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan mba. Adanya bentuk 

sumbangan sukarela dari masyarakat melalui 

komite dan ada infaq  bagi peserta didik.  
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Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Memasang mba, bisa dilihat ada di depan. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya betul ada, SDN 1 Cilongok selain ada 

papan rencana dan realisasi penggunaan dana 

BOS, ada juga papan informasi khusus BOS 

dan ada kotak pengaduan untuk orangtua 

ataupun anak yang akan mengadu terkait 

program BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Pelatihan di UPK, yang berangkat saya dan 

ibu kepala sekolah. Materinya berkaitan 

dengan kebijakan BOS yang baru, SPJ, dan 

perpajakan, untuk yang mengisi ada 

pengawas kepala UPK dan kepala sekolah 

yang sudah mengikuti pelatihan di kabupaten. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya belum bisa ya mba, karena 

kebutuhan sekolah banyak. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Sementara ini masih tetap ya mba, belum ada 

perubahan 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

SDN 1 Cilongok memperoleh dana BOS 

reguler dari pemeritah pusat, trus ada juga 

BOS buku, ada lagi BOS damping dari 

pemerintah provinsi. Kemudian untuk tahun 

2014/2015 SDN 1 Cilongok juga 

memperoleh DAK untuk perpustakaan 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

RKASnya di revisi mba, RKAS dibuat di 

awal tahun pelajaran dan kemudian membuat 

lagi RKAS-P di akhir semester I, perubahan 

terkait kegiatan, perbedaan anggaran dan 

perubahan harga. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai mba.   
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Kode : L3. I  

Tempat : Rumah Ketua Komite SDN 1 Cilongok  

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015 

Responden : Akhmad Iksan, S.Ag (AI) 

Jabatan : Komite SDN 1 Cilongok 

Waktu : 15.30 – 16.00 

Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 

 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Sekolah aktif untuk mengisi dapodik mba, 

waktunya di awal ajaran baru.   

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya jelas karena ada peraturan yang harus 

ditaati. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, di awal tahun pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Sepengetahuan saya RKAS merupakan 

rencana yang dibuat sekolah dan berpedoman 

pada peraturan yang berlaku. Didalamnya ada 

sumber biaya yang diterima sekolah dan 

berbagai macam rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan menggunakan dana dari BOS. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Sepengetahuan saya ya mba, penyusunan 

RKAS dilakukan bersama-sama antara dewan 

guru dan kepala sekolah. Guru 

menyampaikan kebutuhan yang diperlukan 

guna menunjang proses pembelajaran.   

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya RKAS dibuat agar menjadikan 

program sekolah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang sudah dibuat, ya intinya 

pengendali belanja kebutuhan sekolah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat ya kepala sekolah dan dewan 

guru, saya sendiri bertugas mengetahui dan 

menyetujui RKAS yang sudah dibuat. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Menurut saya kepala sekolah 

bertanggungjawab karena beliau selaku 

pemimpin sekolah, selain itu mengakomodir 
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usulan-usulan dari beberapa guru yang 

kemudian dirangkum dan dibuat simpulan. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru tugasnya menyampaikan kebutuhan 

kelas untuk menunjang pengajaran di kelas. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Saya sendiri bertugas menyetujui 

perencanaan penggunaan BOS yang ada di 

RKAS, dan juga mencari jalan keluar 

mengenai kebutuhan yang tidak didanai oleh 

dana BOS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Setahu saya ada mba, yaitu kepala sekolah, 

bendahara BOS, dan perwakilan orangtua tapi 

bukan masuk dalam anggota komite. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Pengelolaan BOS setahu saya dikelola oleh 

pihak sekolah. Administrasi diserahkan ke 

bendahara. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Setahu saya untuk rapat pihak sekolah 

tersendiri sering mba, pembahasan masalah 

perubahan harga ataupun biaya transportasi 

anak ikut lomba.   

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Ada rapat bersama orangtua peserta didik di 

awal tahun pelajaran.   

 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada pungutan ke peserta didik mba.  

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Memasang, kalau tidak salah didepan sekolah 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Iya mba ada papan pengumumannya, ada 

juga papan khusus tentang program BOS, dan 

ada kotak pengaduan.  

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Saya pribadi sudah mengetahui mba dari 

melihat juknis BOS, tapi saya tidak 

mempelajari secara rinci.   

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya walaupun ada kenaikan 

anggaran tetap saja belum mampu menutup 

kebutuhan. Saran aja ya mba, harusnya 

pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

pengelolaan BOS yang diatur sendiri. Karena 

peraturan BOS kaku, dan sekolah masih 

kebingungan mencari dana talangan apabila 

dana BOS tidak kunjung cair.   

Apakah Bapak mengetahui Ada dari BOS damping dari APBD provinsi. 
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sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Sekolah ini juga mendapatkan DAK dari 

pusat untuk pembangunan perpustakaan 

beserta isinya.  

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Insyaallah sudah sesuai mba. 
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Lampiran 6 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 2 CILONGOK 

Kode : L2. II KS 

Tempat : SDN 2 Cilongok 

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Maret 2015 

Responden : Dra Titin Rini Suharlinah, M.Pd (TR) 

Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Cilongok 

Waktu : 08.35 – 09.05 

Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 

 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya benar sekolah selalu mengisi dapodik di 

awal semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Jelas mba sekolah memvalidasi jumlah dana 

ketika dana turun yaitu setiap triwulan. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, RKAS dibuat dua kali. 

Diawal tahun pelajaran dan di akhir semeter 

I, kira-kira bulan desember. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

RKAS berisikan rencana program sekolah 

yang dijabarkan ke 8 SNP, dan dalam RKAS 

ada sumber dana yang diperoleh SD.  

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun bersama-sama antar kepala 

sekolah dan dewan guru, pertamanya ada 

rapat dengan guru-guru, isinya membahas 

kebutuhan sekolah dan persedian anggaran, 

setelah dibahas, dirangkum dan sudah ada 

kesepakatan kemudian RKAS tersebut 

diketahui oleh komite dan nanti komite 

manandatanganinya. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuan penyusunan RKAS adalah sebagai 

pedoman yang digunakan sekolah untuk 
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menjalankan kegiatan dan tidak boleh 

menyimpang dari aturan yang berlaku. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

RKAS disusun oleh kepala sekolah dan 

seluruh dewan guru dan tenaga pendidik 

lainnya serta komite yang mengesahkan dan 

menyetujui. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah yang jelas ikut 

menyusun RKAS, kemudian merekap data 

tentang kebutuhan yang sudah diusulkan dan 

merangkum kemudian memilih kebutuhan 

yang akan dijadikan skala prioritas.  

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru bertugas mendata kebutuhan peserta 

didik dan kebutuhan kelas. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite aktif dan seringkali berkunjung ke 

SD, tugas komite dalam penyusunan RKAS 

menyetujui dan mengesahkan RKAS. 

Kemudian terkait program BOS komite 

menjadi pengontrol jalannya program BOS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Ada mba, tim manajemen BOS terdiri dari 

kepala sekolah selaku penanggung jawab, ada 

bendahara BOS dan kemudian perwakilan 

orangtua peserta didik. Komite sekolah tidak 

termasuk dalam tim, tetapi tetap memantau 

program BOS di sekolah. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Urusan administrasi diserahkan kepada 

bendahara, hanya ada guru yang membantu 

bagian operator. Untuk saran perbaikan 

kedepan seharusnya ada anak muda yang 

pintar keuangan yang jadi pengelola BOS di 

tingkat SD. Beban guru kelas sudah berat 

ditambah beban menjadi bendahara BOS, ya 

tambah rumit ya mba? Waktunya makin 

sempit. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Rapat antar dewan guru sering mba, minimal 

1 bulan sekali. Pembahasan terkait perubahan 

harga dan kegiatan lomba. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Sosialisasi ke orangtua peserta didik melalui 

rapat bersama saat terima rapot. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada sama sekali mba, adanya infaq di 

setiap hari jumat. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

Tentu mba ada pengumuman rencana dan 

laporan penggunaan dana BOS di setiap 
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yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

triwulannya. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Adanya pelatihan tingkat kecamatan mba, 

kemarin februari di UPK, yang mengikuti 

pelatihan tersebut kepala sekolah dan 

bendahara di masing-masing SD. Materinya 

tentang kebijakan BOS baru, SPJ dan 

perpajakan. Untuk yang mengisi ada 

pengawas, kepala UPK dan kepala sekolah 

yang sudah mengikuti pelatihan di 

Kabupaten. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Mampu mba, kalo apa yang dijalankan sesuai 

dengan perencanannya.  

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Jelas ada kegiatan yang ditambah. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

SDN 2 Cilongok menerima dana BOS reguler 

dari pemerintah pusat, dana dekonsentrasi 

untuk buku kurikulum 2013, dan ada juga 

BOS damping dari pemerintah provinsi. BOS 

damping didapat semua sekolah dengan 

jumlah peserta didik lebih dari 100, kalau 

jumlah peserta didik kurang dari 100, 

mendapat BOS damping dari pemerintah 

provinsi dan kabupaten. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

RKAS mengalami perubahan mba, direvisi 

masalah anggarannya. RKAS-P dibuat pada 

akhir semester 1, dan selalu ada revisi 

kegiatan ataupun revisi harga.   

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai dengan Juknis. Ada peraturan 

dari pemerintah, ya tugas sekolah sebagai 

pelaksana harus mematuhi peraturan yang 

ada.  
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Kode : L2.II BN 
Tempat : SDN 2 Cilongok  
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Maret 2015 
Responden : Sainah, S.Pd SD (SI) 
Jabatan : Bendahara SDN 2 Cilongok 
Waktu : 09.15 – 09.35 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya mba selalu mengisi dan mengirim 

dapodik di setiap semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Betul mba, sekolah selalu mengadakan 

validasi terkait jumlah dana dan dilakukan 

setiap 3 bulan sekali. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba di awal tahun pelajaran dan 

awal tahun anggaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS mencakup perencanaan kegiatan 

operasional yang didanai oleh dana BOS, dan 

penjelasan sumber dana lain yang diterima 

sekolah selain dana BOS.   

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun bersama-sama melalui rapat 

antara kepala sekolah, seluruh dewan guru 

dan staf dan juga komite untuk persetujuan. 

Kegiatan yang akan dimasukkan dalam 

RKAS harus atas kesepakatan bersama dan 

berdasarkan ketersediaan anggaran.   

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya tujuan RKAS, sebagai pengatur 

dalam menjalankan program sekolah, tanpa 

perencanaan yang baik, dalam 

pelaksanaannya pun tidak terarah dan tanpa 

tujuan yang jelas. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat dalam penyusunan RKAS ada 

kepala sekolah, bendahara untuk mengatur 

keuangan, dan seluruh dewan guru serta 

komite yang menyetujui dan mengesahkan 

RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Beliau berperan dalam menjadi pemimpin 

rapat yang demokratis, dan juga mampu 

menampung semua pendapat yang ada dan 
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nantinya dirangkum sehingga menghasilkan 

kegiatan-kegiatan yang terarah.  

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif dalam memberikan rincian data 

tentang kebutuhan kelas dan kebutuhan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite aktif memantau perkembangan 

perencanaan penggunaan dana BOS dan 

kemudian setelah RKAS terbentuk lalu 

disahkan oleh bapak ketua komite.   

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Tentu ada mba, sesuai dengan juknis, tim 

manajemen BOS ada kepala sekolah, 

bendahara dan satu wakil orangtua peserta 

didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba pihak lain yang menangani 

BOS, hanya saya yang memegang 

administrasi BOS, namun untuk pelaporan 

online ada guru yang membantu. Hal ini juga 

menurut saya salah satu masalah yang 

muncul terkait program BOS ya mba, 

harusnya ada pegawai TU yang pintar 

administrasi untuk mengelola BOS, jadi bisa 

mengetahui cara-cara  apabila ada 

kekurangan dana dan keterlambatan 

pencairan BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu ada mba, waktunya fleksibel 

tergantung kebutuhan, tapi minimalnya 1 

bulan sekali. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Sosialisasi ke orangtua peserta didik melalui 

rapat pada waktu pembagian rapot di akhir 

tahun untuk  mengumumkan laporan realisasi 

penggunaan dana BOS selama 1 tahun. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan mba, adanya infaq 

seikhlasnya setiap jumat 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya mba sekolah memasang 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya tentu ada, selain rencana ada juga 

realisasi penggunaan dana di setiap triwulan 

kemudian ada komponen kegiatan yang boleh 

dan yang tidak boleh didanai oleh dana BOS. 

Papan pengumuman ini dijadikan juga media 

sosialisasi ke peserta didik.   

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

Ada pelatihan di UPK, materinya tentang 

kebijakan program BOS baru, pelaporan, 

perpajakan dan SPJ. Untuk pembicaranya ada 

pengawas, kepala sekolah yang sudah 
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 Kode : L3. II 

Tempat : Rumah Ketua Komite SDN 2 Cilongok 

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2015 

Responden : Ratam (RT) 

Jabatan : Komite SDN 2 Cilongok 

Waktu : 12.30 – 13.00  

Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 

 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

manajemen BOS Kabupaten? pelatihan di kabupaten dan kepala UPK. 

Yang berangkat ke UPK ada saya dan ibu 

kepala sekolah. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Insyaallah sudah mampu karena perencanaan 

yang dibuat matang. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Anggaran bertambah otomatis ada kegiatan 

baru yang ditambahkan. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Iya ada dana BOS reguler dari pemerintah 

pusat, BOS buku, dan BOS damping dari 

pemerintah provinsi. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Ada revisi mba, untuk pembuatan RKAS juga 

dilakukan 2 kali. Di awal tahun anggaran 

dibuatlah RKAS-Perubahan untuk merevisi 

kegiatan-kegiatan yang belum ada pada 

RKAS sebelumnya. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai mba. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya jelas mba, saya percaya pada sekolah 

bahwa selalu mengisi dan mengirimkan 

dapodik ke sistem dengan tepat waktu.   
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Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Jelas mba sekolah selalu melakukan 

verifikasi jumlah dana setiap dana BOS cair.   

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, setahu saya buatnya di awal 

tahun ajaran baru. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

RKAS itu isinya tentang sumber biaya yang 

diterima sekolah dan juga rencana sekolah 

untuk melaksanakan program selama 1 tahun 

kedepan. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Sepengetahuan saya ya mba RKAS disusun 

disekolah melalui rapat antara kepala sekolah 

dan guru. Rapatnya membahas penyusunan 

kebutuhan umum sekolah dengan melihat 

biaya yang ada.  

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya perencanaan disusun agar 

dalam pelaksanaannya dapat jelas dijalankan, 

biayanya tidak kemana-mana, dan 

kegiatannya terarah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Sepemahaman saya kepala sekolah, 

bendahara sekolah, dewan guru beserta staf 

dan komite yang tugasnya mengetahui dan 

menyetujui RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah menurut saya, beliau 

merupakan pemimpin yang 

bertanggungjawab dan pintar dalam 

menyusun rencana dan penampung yang baik 

dari berbagai usulan yang ada. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru tugasnya merinci segala kebutuhan 

kelas yang digunakan pada saat mengajar, 

dan kebutuhan peserta didik. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya sendiri memberi usulan ke 

sekolah, tapi lebih ke pengembangan sarpras, 

dan untuk penyusunan RKAS saya 

mengetahui perencanaan yang dibuat sekolah 

dan kemudian saya menandatangani dokumen 

RKAS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Setahu saya ada ya mba, anggotanya 

bendahara, terus perwakilan orangtua peserta 

didik dan tentunya kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab.   

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Sepengetahuan saya administrasi BOS 

dipegang oleh bendahara. Tugas bendahara 

berat karena mengurus pengelolaan keuangan 

terutama keuangan BOS yang sangat banyak 

jumlah dana dan peraturan yang ketat. 
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Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Setahu saya selalu ada ya mba, tapi rapatnya 

dilakukan di sekolah dan antara kepala 

sekolah dan guru. Saya sendiri hanya 

mendapat info lewat sms kalaupun ada 

perubahan RKAS. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Awal tahun ada rapat dengan orangtua 

peserta didik dan ada rapat lagi waktu 

pembagian rapot.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada pungutan sama sekali mba, karena 

sudah ada kebijakan sekolah gratis dari 

pemerintah.  

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Ada mba sekolah memasang spanduk sekolah 

gratis. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Seingat saya ada papan pengumuma tentang 

rencana dan laporan penggunaan BOS setiap 

triwulan di sekolah. Itu juga dapat dijadikan 

media informasi ke peserta didik dan 

orangtua yang berkunjung ke sekolah. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Sudah mengetahui mba, dapat informasi 

ketika saya sedang datang kesekolah. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Iya mba, mengenai hal itu Insyaallah sudah 

mencukupi untuk pemenuhan kegiatan 

operasional sekolah.     

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Untuk hal itu setahu saya sumbernya dari 

BOS pusat terus ada lagi BOS dari provinsi 

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Sudah sesuai mba, karena saya yakin pasti 

sekolah mengikuti pedoman-pedoman yang 

berlaku  
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Lampiran 7 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 3 CILONGOK 

Kode : L2. III KS 
Tempat : SDN 3 Cilongok 
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 
Responden : Taufik Hidayat, S.Pd (TH)  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 3 Cilongok 
Waktu : 08.00 – 08.30 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara lengkap 

ke dalam sistem yang telah 

disediakan oleh Kemdikbud? 

Selalu mengisi dapodik karena merupakan 

kewajiban. Biasanya diakhir bulan data 

dapodik akan diinput. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya, sekolah selalu melaporkan dan 

melakukan validasi ke sistem terkait jumlah 

dana setiap triwulan. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Jelas sekolah membuat RKAS di awal tahun 

pelajaran, dan di akhir semester 1 membuat 

lagi yaitu RKAS perubahan. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Kelengkapan isi RKAS menyangkut 8 

Standar Nasional Pendidikan meliputi 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, 

Standar Proses, Standar Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 

Prasarana, Standar Pengelolaan,  Standar 

Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Selain itu 

didalam RKAS terdapat perencanaan 

penggunaan dana BOS yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Pada awalnya dibentuk tim penyusun RKAS, 

kemudian mengetahui komite sekolah. 

Setelah komite sekolah menyetujui kemudian 

mengadakan rapat bersama dewan guru dan 

staf untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan sekolah selama 1 tahun 

pelajaran kemudian apabila semua fix lalu 
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komite sekolah menyetujui.   

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya, tujuan penyusunan RKAS 

adalah menjadi pengendali belanja BOS. 

Agar dana BOS yang diterima oleh sekolah 

dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah 

yang diprioritaskan dan sesuai aturan yang 

berlaku. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Dalam penyusunan RKAS, melibatkan kepala 

sekolah, semua dewan guru dan staf serta 

komite sekolah untuk persetujuan dan 

pemberitahuan. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya dalam penyusunan RKAS yang 

pertama adalah ikut menyusun rencana 

bersama dewan guru, kemudian 

mengkoordinasi pada saat rapat, dan 

merangkum aspirasi masing-masing 

kebutuhan yang disampaikan oleh dewan 

guru baik itu guru kelas ataupun guru mata 

pelajaran.   

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Peran guru aktif, di awal penyusunan RKAS 

guru menyampaikan kebutuhan-kebutuhan 

terkait pembelajaran ataupun kebutuhan 

sekolah lainnya. Seringkali guru memberi 

masukan kebutuhan-kebutuhan yang tak 

terduga berkaitan dengan perlombaan yang 

diadakan selama 1 tahun pelajaran. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Berkaitan dengan program BOS, komite 

sekolah tidak secara langsung mengurusi. 

Hanya saja, komite memberikan masukan-

masukan ke pihak sekolah tentang prioritas 

kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. 

Selain itu komite bertugas untuk mengetahui 

dan menyetujui RKAS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Sekolah mempunyai tim manajemen BOS 

tingkat sekolah, yaitu kepala sekolah, 

bendahara, dan perwakilan orangtua peserta 

didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada pihak lain yang membantu 

menangani program BOS hanya saja 

bendahara dibantu oleh salah satu guru pada 

saat pelaporan BOS. Terkait dengan hal ini ya 

mba, menurut saya seharusnya walaupun 

masih di tingkat sekolah dasar seharusnya ada 

bagian administrasi sendiri seperti di SMP 

yang mengurus keuangan BOS karena jika 

bendahara yang mengurus semua akan 
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menambah beban tugasnya. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu, biasanya rapat dilakukan diawal tahun 

pelajaran terkait dengan penyusunan RKAS. 

Biasanya rapat terkait program BOS ini 

dilakukan minimal setiap triwulan, yang 

digunakan bendahara untuk melaporkan 

keuangan BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Iya, sasaran sosialisasi adalah orangtua 

peserta didik dan dilakukan pada saat rapat 

bersama antara pihak sekolah dengan 

orangtua peserta didik. Biasanya rapat 

dilakukan pada saat awal tahun pelajaran dan 

pembagian rapot. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Sekolah tidak melakukan pungutan, hanya 

saja sumbangan sukarela dari orangtua 

peserta didik melalui komite dan ada infaq 

setiap hari jumat yang digunakan untuk 

membantu peserta didik yang sakit. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Memasang, ada di gerbang sekolah 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya sekolah memasang rencana penggunaan 

dana BOS dan memasang informasi tentang 

komponen yang boleh dibiayai dan tidak 

boleh dibiayai oleh dana BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Iya mengikuti pelatihan tingkat kecamatan di 

UPK. Untuk pengisi materinya adalah kepala 

UPK, pengawas, dan kepala sekolah yang 

sudah mengikuti pelatihan di tingkat 

kabupaten. Materi sosialisasi terkait 

sosialisasi kebijakan BOS baru, pelaporan, 

SPJ dan kelengkapan administrasi. Sekolah 

mengirimkan 2 wakilnya ke UPK untuk 

mengikuti pelatihan yaitu kepala sekolah dan 

bendahara BOS. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya, Insyaallah sudah mampu 

menutup semua kebutuhan sekolah. 

Kegiatan apa yang baru diadakan 

karena kebijakan baru BOS 

2015? 

Sejauh ini belum ada kegiatan yang baru, jadi 

kegiatan masih tetap.  
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Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Jelas terdapat pengelompokan sumber dana 

dalam RKAS, karena administrasinya 

masing-masing. Sumber dana yang diterima 

sekolah adalah dari BOS reguler dari 

pemerintah pusat dan BOS damping dari 

pemerintah provinsi. Karena SDN 3 Cilongok 

jumlah peserta didik lebih dari 100, maka 

tidak mendapat BOS damping dari 

pemerintah kabupaten. Untuk besaran BOS 

damping provinsi yaitu Rp 30.000,00/peserta 

didik. Menurut saya, seharusnya sekolah 

mempunyai sumber dana yang dapat dikelola 

sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah, 

karena program BOS memiliki peraturan 

pemakaian dana yang ajeg. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam program 

BOS 2015? 

RKAS selalu mengalami perubahan atau 

revisi di akhir semester I. Perubahan RKAS 

selalu dilakukan walaupun tidak ada 

perubahan anggaran. Karena RKAS-P 

berisikan program/kegiatan yang belum 

terdapat pada RKAS, nantinya ditambahkan 

ke dalam RKAS-P. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah ada kesesuaian, karena dalam 

mengelola dana BOS selalu berpedoman pada 

Juknis. 
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Kode : L2. III BN 
Tempat : SDN 3 Cilongok 
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 
Responden : Lili Purwani, S.Pd (LP) 
Jabatan : Bendahara SDN 3 Cilongok 
Waktu : 09.30 – 09.50 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Ya sekolah selalu mengisi, mengirim, dan 

meng-update dapodik dengan waktu 

pengiriman data yang sudah ditentukan dari 

pusat. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Selalu, untuk validasi data dilakukan minimal 

setiap triwulan. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Jelas sekolah membuatnya. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Dalam RKAS menyangkut perencanaan 

kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun 

pelajaran beserta besaran dana yang 

dikeluarkan. Untuk kegiatannya, berpedoman 

pada 8 SNP yang dijabarkan lebih lanjut 

dalam RKAS.  

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Pertama diawali dengan pembentukan tim 

penyusun RKAS, rapat bersama dewan guru 

dan staf untuk melaporkan masing-masing 

kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya 

memberitahukan ke komite sekolah dan 

kemudian komite sekolah menyetujui RKAS 

dan penandatanganan RKAS oleh ketua 

komite sekolah. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuan penyusunan RKAS agar dapat 

menjadi kontrol dalam melaksanakan 

kegiatan dan belanja sekolah. Agar dana yang 

dikeluarkan dapat terarah dengan benar dan 

sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat dalam penyusunan RKAS 

adalah kepala sekolah, dewan guru dan 

komite sekolah. 

Bagaimana peran Kepala Peran bapak kepala sekolah dalam 
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Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

penyusunan RKAS yang utama adalah 

membentuk tim, membuat SK, selain itu juga 

menjadi koordinator dan penampung aspirasi 

yang baik pada saat rapat. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif dalam penyusunan program. 

Masing-masing guru menyampaikan rencana 

kegiatan dan kebutuhan terkait proses 

pembelajaran dan program sekolah lain 

selama 1 tahun pelajaran.  

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite sekolah tidak secara langsung 

menangani program BOS, akan tetapi 

perannya adalah memfasilitasi kebutuhan 

sekolah terkait masyarakat dan lingkungan, 

kemudian memberikan masukan-masukan 

terkait program yang akan dijalani oleh 

sekolah.   

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Tentu, sekolah memiliki tim manajemen BOS 

yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, 

dan perwakilan orangtua peserta didik diluar 

anggota komite sekolah. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Untuk SDN 3 Cilongok tidak ada pihak yang 

menangani BOS di sekolah. Pengelolaan 

dilakukan oleh bendahara dan pelaporan 

biasanya dibantu oleh salah satu guru. 

Pengelolaan BOS dilakukan oleh guru yang 

sudah PNS mba, jadi tidak boleh guru wiyata 

bakti yang menangani dan kalau di SDN 3 

Cilongok, bendahara BOS biasanya guru 

kelas rendah. Kalau usulan saya ya mba, 

harusnya ada pegawai administrasi seperti di 

SMP yang mengurus program BOS ini, jujur 

aja ya mba, untuk administrasi BOS sangat 

banyak dan bikin pusing. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu mba, ya biasanya dilakukan setiap 3 

bulan sekali. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Tentu ada sosialisasi, biasanya melalui rapat 

bersama dengan orangtua peserta didik dan 

dilakukan di awal tahun pelajaran. Selain itu, 

sekolah juga ada media sosialisai program 

BOS yaitu papan informasi berisikan rencana 

penggunaan dana BOS beserta laporan, dan 

komponen kegiatan yang boleh atau tidak 

boleh didanai oleh dana BOS.  

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Sekolah tidak melakukan pungutan ke peserta 

didik, tetapi ada infaq setiap hari jumat dan 
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sumbangan sukarela dari masyarakat dan 

orangtua peserta didik melalui komite yang 

nantinya dialokasikan untuk pengembangan 

sarana dan prasarana 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang, ada di depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya sekolah menginformasikannya, sudah 

dijelaskan sebelumnya papan pengumuman 

ini digunakan sebagai media sosialisai ke 

orangtua peserta didik. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Iya sudah mba, pelatihannya tingkat 

kecamatan dan dilaksanakan di UPK. 

Pengisinya ada pengawas, dan kepala sekolah 

yang sudah mengikuti pelatihan tingkat 

kabupaten. Materi sosialisasi sendiri terkait 

program BOS yang baru, pelaporan, dan 

perpajakan. SDN 3 Cilongok mengirimkan 2 

wakilnya yaitu kepala sekolah dan bendahara 

BOS.  

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya, kenaikan anggaran sudah 

mampu mencukupi namun belum menutup 

semua kebutuhan yang ada di sekolah.  

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Kegiatannya masih sama dengan tahun 

sebelumnya, masih mengacu pada anggaran 

tahun 2014. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Sumber dana yang diterima SDN 3 cilongok 

bersumber dari BOS reguler yang didapat 

dari pemerintah pusat, kemudian ada BOS 

damping yang diterima dari pemerintah 

provinsi, ada juga BOS buku dari pemerintah 

pusat. Untuk BOS damping, SDN 3 Cilongok 

hanya mendapat dari pemerintah provinsi 

karena jumlah peserta didik lebih dari 100.  

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

RKAS mengalami revisi atau perubahan. 

Walaupun tidak ada kebijakan baru program 

BOS, tetap saja RKAS-P dibuat di semester II 

karena untuk memasukan kegiatan-kegiatan 

yang tertunda dan memperbaiki harga 

Apakah sudah ada kesesuaian Iya sudah sesuai, karena pada saat 
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 Kode : L3. III 

Tempat : SDN 3 Cilongok  
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 
Responden : Joko Suratno S.Pd (JS) 
Jabatan : Ketua Komite SDN 3 Cilongok 
Waktu : 10.30 – 11.00 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

penyusunan RKAS selalu berpedoman pada 

Juknis BOS yang terbaru. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya betul, sekolah selalu mengisi, mengirim 

dan meng-update dapodik. Untuk waktunya 

biasanya ditentukan oleh sistem namun 

biasanya pengisian dapodik dilakukan di awal 

tahun pelajaran. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya harus, karena sudah ada peraturannya.    

 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Ya sekolah membuat di awal tahun pelajaran. 

Nanti di awal tahun anggaran sekolah 

membuat lagi RKAS Perubahan. RKAS-P 

dibuat apabila ada kegiatan tambahan atau 

perubahan harga. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Menurut saya, kelengkapan RKAS 

menyangkut rencana penggunaan dana BOS 

berkaitan dengan kegiatan operasional 

sekolah, misalnya saja dana untuk membayar 

guru bakti, dana untuk ATK, dana untuk 

kegiatan pembelajaran, dan komponen lain 

yang sudah ada di Juknis BOS. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS disusun bersama kepala 

sekolah, dewan guru dan komite melalui 

rapat bersama. Dalam rapat, guru 

menyampaikan kebutuhan masing-masing 

selama 1 tahun pelajaran, kemudian 

dirangkum oleh kepala sekolah dan setelah 

RKAS jadi, nanti saya tinggal menyetujui dan 

tanda tangan.  

Apakah  tujuan adanya Tujuannya adalah sebagai pengedali agar 
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penyusunan RKAS? pembelanjaan dana BOS dapat terarah dan 

sesuai kebutuhan. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat dalam penyusunan RKAS 

adalah kepala sekolah, dewan guru dan 

komite . 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Kepala sekolah berperan penting mulai dari 

pembentukan tim, koordinator, dan mediator, 

artinya kepala sekolah mendengar dan 

nantinya meragkum pendapat guru tentang 

berbagai kebutuhan yang diperlukan pada 

saat pembelajaran. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif menyampaikan kebutuhan-

kebutuhan kelas berkaitan dengan 

pembelajaran ataupun kebutuhan sekolah 

terkait biaya lomba dan kegiatan sekolah 

lainnya. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya sendiri, membantu sekolah untuk 

mensosialisasikan program BOS ke peserta 

didik, dan orangtua peserta didik. Kaitannya 

dengan penyusunan RKAS, saya memberi 

masukan berkaitan dengan pengembangan 

sarana dan prasarana, kemudian jika RKAS 

sudah jadi, tugas saya adalah menyetujui dan 

menandatangani dukumen tersebut. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya sekolah mempunyai tim manajemen BOS, 

ada kepala sekolah, bendahara, dan 

perwakilan orang tua peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Sepemahaman saya yang mengelola dana 

BOS itu bendahara sekolah, biasanya dibantu 

guru untuk mengoperasikan komputer. 

Bendahara di SDN 3 Cilongok harus PNS, 

pintar administrasi, dan juga harus guru kelas 

rendah. Kalau misalnya guru kelas VI jadi 

bendahara apa tidak tambah pusing ya? 

Sudah tugas banyak ditambah administrasi 

BOS yang sangat rumit. Kalau menurut saya 

ya mba harus ada pegawai TU untuk 

menangani program BOS jadi beban guru 

dapat berkurang. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Sepengetahuan saya selalu mengadakan rapat 

kalau hubungannya dengan BOS, tetapi 

biasanya saya tidak mengikuti rapat tersebut, 

hanya saja diberi laporan baik secara lisan 

ataupun tertulis lewat surat apabila ada 

perubahan RKAS. 

Apakah sekolah mengadakan Benar, sosialisasi dilakukan diawal tahun 
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sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

pelajaran bersamaan dengan rapat orangtua 

peserta didik. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada pungutan terhadap peserta didik, 

hanya saja sumbangan sukarela dari orangtua 

peserta didik yang digunakan untuk sarpras 

sekolah.   

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Iya ada, karena sepengetahuan saya di setiap 

sekolah terdapat pengumuman rencana, 

laporan dan komponen penggunaan dana 

BOS. Papan informasi ini juga sebagai media 

sosialisasi ke masyarakat ataupun orangtua 

peserta didik yang berkunjung ke SD. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Sudah mengetahui dari sekolah, namun 

secara rincinya tidak begitu memahami. 

Sepemahaman saya bedanya di anggaran dan 

juga tahun 2015 sudah kembali ke KTSP jadi 

tidak ada belanja lagi buku Kurikulum 2013 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut pendapat saya, karena anggarannya 

naik jadi sudah mampu untuk memenuhi 

kebutuhan sekolah. 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Iya ada, selain dana BOS reguler, sekolah 

juga memperoleh BOS damping dari 

pemerintah provinsi. BOS damping diperoleh 

semua sekolah yang jumlah peserta didiknya 

lebih dari 100.   

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Sudah sesuai karena Juknis merupakan 

pedoman dalam penyusunan RKAS.  
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Lampiran 8 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 1 PERNASIDI 

Kode : L2. IV KS  
Tempat : SDN 1 Pernasidi  
Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2015 
Responden : H.Agus Mulyono, S.Pd (AM) 
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Pernasidi 
Waktu : 11.00 – 11.30 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Sekolah selalu mengisi data pokok 

pendidikan secara lengkap ke sistem. Untuk 

waktunya, biasanya sudah ditentukan oleh 

sistem. Tetapi minimal setiap semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya, sekolah selalu memvalidasi jumlah dana 

dengan data peserta didik setiap 3 bulan 

sekali. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Iya jelas sekolah membuatnya karena 

pembuatan RKAS merupakan suatu 

kewajiban. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Sepengetahuan saya isi RKAS menyangkut 

perencanaan penggunaan dana BOS. Dana 

BOS digunakan untuk biaya operasional 

sekolah. Tetapi untuk penjabaran kegiatannya 

dijabarkan lagi sesuai dengan 8 Standar 

Nasional Pendidikan meliputi Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pengelolaan,  Standar Pembiayaan, 

dan Standar Penilaian. Pembuatan RKAS ini 

untuk 1 tahun pelajaran. Untuk lebih jelasnya 

nanti anda dapat melihat dokumen RKAS 

yang sudah dibuat oleh sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun oleh tim, proses penyusunan 

diawali dengan rapat koordinasi antara kepala 
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sekolah, seluruh dewan guru dan staf untuk 

menginformasikan kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan selama 1 tahun pelajaran. 

Setelah itu, RKAS diketahui oleh komite 

sekolah. RKAS dibuat dua kali, untuk awal 

tahun pelajaran disebut RKAS, dan diawal 

tahun anggaran disebut RKAS-Perubahan. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya, tujuan penyusunan RKAS agar 

rencana kegiatan sekolah dapat terbiayai 

semuanya dan tidak ada biaya yang meleset 

ke kegiatan-kegiatan lain diluar yang 

direncanakan, sekaligus digunakan untuk 

pengontrol pada saat pelaksanaan. Tentu saja 

karena dalam penyusunan RKAS ada tim 

penyusun tersendiri yaitu kepala sekolah, 

dewan guru dan komite sekolah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS melibatkan semua pihak, 

dan berdasarkan kesepakatan bersama antara 

Kepala Sekolah, semua dewan guru, serta 

pesetujuan dari komite sekolah. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya dalam penyusunan RKAS adalah 

sebagai koordinator dan penanggungjawab. 

Selain itu untuk menyusun tim, kemudian 

mengeluarkan SK, selanjutnya menugaskan 

tim untuk penghimpunan data. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru sangat berperan aktif, masing-masing 

guru melaporkan kebutuhannya dalam 

kegiatan pembelajaran selain itu juga ikut 

menyumbangkan pendapat, memberikan 

pertimbangan mengenai kebutuhan sekolah. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Keterlibatan komite aktif, biasanya memberi 

masukan sekedar sharing tentang kegiatan/ 

program yang akan dilaksanakan 1 tahun 

kedepan, karena komite harus mengetahui 

rencana yang nantinya ditandatangani oleh 

Ketua Komite. Selain itu, komite sekolah 

biasanya memberi saran kepada pihak 

sekolah untuk mendata peserta didik yang 

tidak mampu. Dalam penyusunan RKAS 

sendiri, komite berperan dalam memberikan 

usulan prioritas terutama sarana dan 

prasarana. RKAS diketahui dan disetujui oleh 

komite sekolah. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya memiliki, tim penyusun BOS berbeda 

dengan tim penyusun RKAS yaitu kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab, 
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bendahara, dan perwakilan orangtua salah 

satu peserta didik.  

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada bagian administrasi secara khusus 

untuk menangani pengelolaan BOS hanya 

saja dibantu salah satu guru untuk bagian 

operator. Hal ini merupakan hambatan yang 

dihadapi sekolah terkait program BOS. 

Seharusnya ada bagian administrasi yang 

khusus menangani program BOS, karena 

kepala sekolah ataupun bendahara dirasa 

kekurangan waktu dan sudah terlalu banyak 

tugas di sekolah. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Sekolah selalu mengadakan rapat koordinasi 

terkait program BOS di sekolah, minimal 1 

bulan sekali. Karena ada saja kegiatan-

kegiatan yang mendadak di pertengahan 

tahun pelajaran, biasanya berkaitan dengan 

lomba. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Iya, sekolah mengadakan rapat bersama 

antara pihak sekolah dengan orangtua peserta 

didik, seringkali pada saat rapat bersama itu, 

pihak sekolah mensosialisasikan program 

BOS beserta besaran dana yang diterima 

peserta didik.  

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak, sekolah sama sekali tidak melakukan 

pungutan terhadap peserta didik. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya, sekolah memasang di pintu masuk 

sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Sekolah memasang rencana penggunaan dana 

BOS dipapan pengumuman berdasarkan 

formulir BOS-03, selain itu sekolah juga 

memasang informasi tentang kegiatan yang 

boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS. 

Papan pengumuman ini juga berfungsi unuk 

media sosialisasi ke orangtua peserta didik. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Sekolah mengikuti pelatihan program BOS di 

UPK, artinya sekolah mengikuti pelatihan 

program BOS 2015 di tingkat Kecamatan. 

Untuk pelatihan program BOS 2015 diisi oleh 

kepala UPK, pengawas, dan kepala sekolah 

yang sudah mengikuti pelatihan di tingkat 

kabupaten. Materi sosialisasi terkait 

penggunaan dana BOS, perubahan anggaran, 

pelaporan, SPJ dan perpajakan. Sekolah 

mengirimkan 2 perwakilan ke UPK untuk 
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mengikuti pelatihan tersebut yaitu kepala 

sekolah dan bendahara BOS. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya, walaupun anggaran BOS 2015 

naik, tetap masih belum bisa menutup semua 

kebutuhan sekolah, karena kebutuhan riil 

sekolah sangatlah banyak. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Ya karena ada penambahan anggaran 

otomatis ada kegiatan baru, yaitu di bidang 

ekstrakurikuler. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Ada pengelompokan, sesuai dengan 

penggunaannya. Sumber dana ada dari BOS 

reguler, BOS buku, dan BOS damping dari 

provinsi. Untuk SDN 1 Pernasidi tidak 

mendapatkan BOS damping dari Kabupaten, 

karena BOS damping dari Kabupaten hanya 

untuk sekolah dengan jumlah siswa dibawah 

100. BOS reguler yang digunakan untuk 

kegiatan operasional sekolah, kemudian BOS 

damping dari pemerintah provinsi karena 

jumlah peserta didik lebih dari 100 yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Untuk penyesuaian RKAS selalu ada di awal 

tahun anggaran. Sekolah membuat RKAS-

Perubahan di awal tahun anggaran atau pada 

semester II. Walaupun tidak ada penambahan 

anggaran, sekolah selalu membuat RKAS 

perubahan di awal tahun anggaran.  

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Menurut saya sudah sesuai, karena dalam 

menjalankan program BOS, sekolah selalu 

berpedoman pada Juknis. 
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Kode : L2. IV BN 
Tempat : SDN 1 Pernasidi  
Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2015 
Responden : Yohana Yuni Astuti, S.Pd (YY) 
Jabatan : Bendahara SDN 1 Pernasidi 
Waktu : 11.45 – 12.20 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update 

data pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Untuk sekolah sendiri selalu ya mba 

mengisi, mengirim dan meng-update 

dapodik. Waktunya biasanya di awal 

semester. Data ini digunakan untuk 

menginformasikan kepada pusat apabila 

terdapat peserta didik yang sudah pindah 

atau ada peserta didik pindahan dari sekolah 

lain. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Tentu mba, biasanya dilakukan setiap 

triwulan. Misalnya sekolah kelebihan dana 

untuk 1 peserta didik, nanti di triwulan 

berikutnya ya akan dikurangi jumlah dana 

BOS yang diterima sekolah. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Sekolah jelas membuat RKAS mba, karena 

itu diwajibkan. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Menurut saya ya mba, RKAS itu isinya 

tentang perencanaan penggunaan dana BOS 

misalnya untuk pembelian kebutuhan pada 

saat pembelajaran, kegiatan lomba-lomba, 

sarana dan prasarana, dll. Kemudian didalam 

RKAS menyangkut juga 8 SNP. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS diawali dengan rapat 

bersama semua pihak sekolah yaitu Kepala 

Sekolah, Dewan Guru dan staf untuk 

mengumumkan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan, setelah itu dirangkum segala 

kebutuhan sampai pada suatu kesepakatan. 

Setelah itu RKAS baru disetujui oleh komite 

dan ditandatangani oleh ketua komite.  

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS menurut saya bertujuan 

untuk mengontrol pengeluaran kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan sekolah, agar 

nantinya dalam pelaksanaan tidak banyak 

biaya yang terbuang sia-sia untuk kegiatan 

tertentu.  
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Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Pada saat penyusunan RKAS ya mba banyak 

yang terlibat, antara lain kepala sekolah, 

semua dewan guru, serta pesetujuan dari 

komite sekolah. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah ya mba, beliau sangat 

tanggung jawab, selain itu mampu 

menampung semua pendapat dan bertugas 

untuk membentuk tim dan 

mengkoordinasikan semuanya. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru sangat aktif mba, artinya setiap guru 

memberikan pendapat atau masukan terkait 

keperluan mereka selama proses 

pembelajaran. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite sangat aktif sekali, beliau selalu 

berkunjung ke SD dan biasanya memberi 

masukan terkait kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dan biasanya tugas komite 

memberi saran terkait peserta didik miskin 

dan sarana prasarana sekolah. Selain itu 

kaitannya dengan RKAS, komite 

memberikan pendapat kaitannya dengan 

skala prioritas kebutuhan yang mendesak.  

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Betul, sekolah memiliki tim manajemen 

BOS. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, 

kemudian bendahara BOS dan salah satu 

perwakilan peserta didik diluar komite. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Kalau sekolah disini tidak ada bagian khusus 

administrasi yang menangani BOS, hal itu 

sebenarnya merupakan masalah mba, karena 

menurut saya tugas menjadi guru saja sudah 

banyak apalagi ditambah dengan tugas 

administrasi BOS. Seharusnya ada bagian 

administrasi sendiri yang bertugas 

menangani program BOS di sekolah-

sekolah. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Iya mba selalu ada rapat koordinasi terkait 

program BOS, biasanya dilakukan setiap 1 

bulan sekali.  

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Tentu mba ada sosialisasi terkait program 

BOS, sasarannya adalah orangtua peserta 

didik. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui 

di awal tahun pelajaran dan akhir tahun pada 

saat pembagian rapot.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta 

didik? 

Untuk pungutan, tidak ada sama sekali mba 

karena tidak dibolehkan untuk melakukan 

pungutan. Sekolah ini gratis.  
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Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Ada mba, sekolah memasangnya. Terdapat 

di depat pintu masuk. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya sekolah memasang rencana penggunaan 

dana BOS dipapan pengumuman selain itu 

juga terdapat informasi tentang penggunaan 

dana BOS dan larangan penggunaan dana 

BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Sudah mba, tetapi pelatihannya di tingkat 

Kecamatan yang dilakukan di UPK. 

Pengisinya oleh pengawas, dan kepala 

sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di 

kabupaten. Materinya sendiri terkait 

kebijakan baru program BOS 2015. Untuk 

sekolah ini yang mengikuti pelatihan ada 

saya selaku bendahara dan kepala sekolah.  

Kebijakan baru dalam BOS 

2015 berbeda dengan 2014, 

BOS 2015 anggaran setiap 

peserta didik menjadi Rp 

800.000,-. Apakah alokasi dana 

BOS 2015 yang diterima 

mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Kalau menurut saya sendiri ya mba, 

walaupun anggarannya naik tetap saja belum 

bisa memenuhi kebutuhan yang ada di 

sekolah. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Karena anggarannya naik otomatis 

kegiatannya bertambah, biasanya ada 

kegiatan ekstrakurikuler yang baru. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Tentu ada mba, sumber dana ada dari BOS 

reguler, BOS damping, kemudian ada BOS 

buku. Untuk BOS damping SDN 1 Pernasidi 

memperoleh dari provinsi karena jumlah 

peserta didik melebihi 100. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Untuk hal itu, sudah ada ketentuan 

pembuatan RKAS itu dua kali yaitu diawal 

tahun pelajaran dan di semester II. Untuk 

RKAS yang dibuat pada saat semester II 

dinamakan RKAS peubahan, artinya 

misalnya ada kegiatan/program yang belum 

terdapat didalam RKAS, program tersebut 

akan dimasukkan ke RKAS perubahan. 

Apalagi di tahun anggaran 2015 

kebijakannya berbeda, otomatis sekolah 

membuat RKAS perubahan. Perubahannya 

di besaran anggaran dan penambahan 

kegiatan. 

Apakah sudah ada kesesuaian Pasti mba sudah sesuai, karena dalam 
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Kode : L3. IV 
Tempat : SDN 1 Pernasidi  
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2015 
Responden : H.Samsi, S.Pd (SM) 
Jabatan : Ketua Komite SDN 1 Pernasidi 
Waktu : 08.00 – 08.30 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

penyusunan RKAS sendiri harus 

berpedoman pada petunjuk teknis BOS yang 

dibuat oleh pemerintah.  

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Sepengetahuan saya sekolah selalu mengisi 

data pokok pendidikan secara lengkap ke 

sistem, karena kepala sekolah cekatan dan 

guru menunjang serta aktif. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Pasti, sekolah tidak berani mengotak-atik 

karena sudah ada peraturan.  

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Tentu sekolah membuat di awal tahun 

pelajaran karena keharusan. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Menurut saya, RKAS berisikan item-item 

yang menyangkut kebutuhan sekolah, garis-

garis kegiatan operasional sekolah baik itu 

pembelajaran, ekstrakurikuler, gaji guru 

maupun sarana dan prasarana sekolah. Istilah 

RKAS termasuk baru, kalau dulunya RKAS 

adalah RAPBS. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS dilakukan oleh tim, dan 

sebelumnya ada rapat bersama atara dewan 

guru dengan kepala sekolah. guru-guru 

mengusulkan kebutuhan yang diperlukan 

selama 1 tahun pelajaran, kemudian nantinya 

ditampung pendapatnya oleh kepala sekolah 

dan nantinya saya yang mengetahui dan 

menyetujui RKAS yang sudah dibuat. 

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS itu bertujuan untuk 

menjadi pengendali agar kegiatan/program di 

sekolah dapat terlaksana dengan tepat dan 

sesuai arahan.   
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Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS sepengetahuan saya 

melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan 

komite. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah sangatlah aktif mampu 

menjadi pemimpin yang baik bisa 

mengkoordinasi dengan baik. Selain itu 

kepala sekolah juga demokratis. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Peran guru aktif, membantu memberikan 

pendapat tentang kebutuhan sekolah misalnya 

keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti 

lomba dan memberikan masukan terkait 

kebutuhan yang diperlukan selama proses 

pembelajaran. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya sendiri cukup aktif, biasanya saya 

berkunjung ke sekolah untuk meng-update 

informasi yang ada di sekolah. Kemudian 

dalam penyusunan RKAS, saya lebih 

memberi masukan untuk mendata peserta 

didik miskin dan memberikan masukan 

tentang sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah. Setelah RKAS jadi, tugas saya 

mengetahui dan menyetujui RKAS tersebut. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Sekolah memiliki tim penyusun BOS, 

sepengetahuan saya terdiri dari kepala 

sekolah, bendahara dan perwakilan orangtua 

peserta didik tetapi bukan termasuk pada 

anggota komite. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Sepengetahuan saya, pengelolaan BOS 

dilakukan oleh bendahara dan juga kepala 

sekolah membantu. Kalau menurut saya 

seharusnya memang ada pegawai 

administrasi sendiri di tingkat SD seperti 

halnya SMP karena tugas guru sudah berat 

ditambah tugas administrasi BOS yang sngat 

rumit. Bendahara di sekolah sendiri sangat 

kreatif untuk mengatur pengeluaran biaya dan 

yang utamanya adalah jujur. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu mengadakan rapat koordinasi, namun 

biasanya saya jarang mengikuti rapat. 

Walaupun saya jarang mengikuti rapat tetapi 

nantinya kepala sekolah atau guru 

memberitahukan informasi hasil rapat melalui 

sms.  

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Betul, sekolah selalu mengadakan sosialisasi 

ke orangtua peserta didik biasanya di awal 

tahun pelajaran dan akhir tahun. 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Sekolah tidak melakukan pungutan karena 

sudah ada kebijakan sekolah gratis dari 

pemerintah. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Seingat saya memasang di depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Sepengetahuan saya sekolah memasang 

dipapan pengumuman karena digunakan juga 

untuk informasi ke orangtua peserta didik. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Saya sendiri sudah mengetahui dari sekolah 

yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan 

di UPK, namun untuk detailnya saya masih 

belum mempelajari. Sepengetahuan saya 

perbedaannya hanya anggaran dana BOS 

mengalami kenaikan menjadi 800.000 ribu 

rupiah/peserta didik/tahun.  

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Kalau pendapat saya, masih belum mampu 

mencukupi semua kebutuhan sekolah, tapi 

kalau bicara kurang tidak akan ada habisnya. 

Ya bersyukur saja menerima dana gratis dari 

pemerintah. 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Menurut saya ada perincian masing-masing 

sumber dana yang diterima oleh pihak 

sekolah, dan terdapat juga dana BOS 

damping selain dana BOS reguler dari 

pemerintah. BOS damping ini dari provisi 

dan diberikan kepada semua sekolah dengan 

jumlah peserta didik lebih dari 100.  

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Menurut saya sudah sesuai, karena terdapat 

peraturan berupa petunjuk teknis di setiap 

tahunnya yang digunakan untuk pedoman 

pelaksanaan program BOS. 
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Lampiran 9 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 1 CIPETE 

Kode : L2. V KS 
Tempat : SDN 1 Cipete 
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015 
Responden : Winarto, S.Pd (WN)  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Cipete 
Waktu : 12.15 – 12.45 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya benar sekolah pasti mengisi dapodik ke 

sistem. Untuk waktu pengisiannya setiap 

semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Betul sekali mba, sekolah selalu memvalidasi 

jumlah dana yang diterima dengan jumlah 

peserta didik yang ada. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Tentu sekolah membuat, karena keharusan. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

RKAS itu sepemahaman saya berisi 

perencanaan pembelanjaan barang, dan juga 

perencanaan penggunaan dana BOS yang 

digunakan untuk operasional sekolah. Terus, 

kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan lagi 

berdasrkan 8 SNP. Selain itu dalam RKAS 

ada sumber dana dan pendapatan. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS diawali dengan 

pembentukan tim, kemudian setelah itu rapat 

bersama dewan guru dan tenaga 

kependidikan lain untuk membahas 

kebutuhan-kebutuhan sekolah selama 1 tahun 

pelajaran, setelah sepakat dan menghasilkan 

suatu keputusan kemudian RKAS di sahkan 

dan disetujui oleh komite sekolah. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuan penyusunan RKAS ya untuk 

mengatur kegiatan/program yang ada di 
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sekolah. kemudian untuk mengatur 

pengeluaran biaya, agar biaya yang 

dikeluarkan jelas penggunannya. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Tentu saja semua pihak terlibat dalam 

penyusunan RKAS, mulai dari kepala 

sekolah, seluruh dewan guru, tenaga 

kependidikan, dan komite sekolah yang ikut 

berpartisipasi dalam menyetujui RKAS 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Ya yang jelas peran saya dalam penyusunan 

RKAS adalah sebagai penanggung jawab. 

Kemudian saya juga memfasilitasi masukan-

masukan yang datang terkait kebutuhan 

sekolah dan nantinya saya akan membuat 

skala prioritas. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru peranannya aktif, tugas guru adalah 

memberikan laporan apa-apa saja yang 

dibutuhkan terkait proses pembelajaran di 

kelas. Selain itu tenaga kependidikan yang 

mengajar ekstrakurikuler atau bertugas di 

perpustakaan akan melaporkan rancangan 

biaya yang digunakan selama kegiatan 1 

tahun kedepan.  

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite cukup aktif, karena komite sendiri 

sering berkunjung ke sekolah kalau lagi ada 

waktu senggang. Dalam penyusunan RKAS, 

komite memberikan usulan yang kaitannya 

dengan sarana dan prasarana dan juga 

lingkungan sekitar misalnya pendataan 

mengenai peserta didik miskin. Komite 

sekolah tugasnya menyetujui dan 

menandatangani dokumen RKAS yang sudah 

jadi. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya benar, tim manajemen BOS tingkat 

sekolah terdiri dari kepala sekolah, saya 

sendiri sebagai penanggung jawab, kemudian 

ada bendahara BOS yang mengelola dana 

BOS dan juga perwakilan orangtua peserta 

didik tapi ini bukan anggota komite mba 

melainkan diluar anggota komite. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Untuk pengelolaan BOS diserahkan langsung 

ke bendahara sekolah, tidak ada bagian 

administrasi di sekolah ini. Tapi ada guru 

yang membantu di bagian operator. Untuk 

usulan aja ya mba, administrasi BOS kan 

sangat banyak harusnya memang ada yang 

bagian ngurus BOS sendiri, kaya yang di 
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SMP itu ada bagian TU, harusnya di SD juga 

ada karena beban guru sudah banyak 

ketambahan juga ada administrasi BOS. ya 

gimana tidak bikin pusing ya mba?. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Biasanya rapat dilakukan setiap triwulan, 

bersamaan dengan pencairan dana. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Sosialisasi ke orangtua peserta didik 

dilakukan waktu rapat di awal tahun pelajaran 

dan pada saat pembagian rapot.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak mba, sekolah tidak memperbolehkan 

pungutan di sekolah. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang, ada 2 di samping dan depan 

sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Benar, sekolah memasang rencana dan 

laporan penggunaan dana BOS di papan 

pegumuman. Selain rencana dan laporan, ada 

juga komponen kegiatan yang boleh didanai 

oleh BOS dan larangan penggunaan dana 

BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Mengikuti di tingkat kecamatan, lokasi 

sosialisasi di UPK. Pengisinya dari 

pengawas, dan kepala sekolah yang sudah 

mengikuti pelatihan BOS 2015 di kabupaten 

dan yang ikut sosialisasi ada saya dan 

bendahara. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Ya Insyaallah sudah cukup memenuhi 

kebutuhan sekolah. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Kegiatan yang ada masih sama dengan 

kegiatan yang ada dalam RKAS yang 

menggunakan anggaran 2014. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Jelas ada, sumber dana yang diterima oleh 

SDN 1 Cipete didapat dari BOS reguler dari 

pemerintah pusat, BOS buku, kemudian ada 

BOS damping dari provinsi dan juga BOS 

damping dari kabupaten. SDN 1 cipete dapat 

2 BOS damping karena jumlah peserta didik 

di sekolah ini kurang dari 100. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

Adanya revisi atau perubahan RKAS. RKAS 

selalu mengalami perubahan di awal tahun 
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 Kode : L2. V BN 
Tempat : SDN 1 Cipete 
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015 
Responden : Dasam, S.Pd (DS) 
Jabatan : Bendahara SDN 1 Cipete 
Waktu : 11.00 – 11.20 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

anggaran atau tepatnya di akhir semester 1.   

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sejauh ini sudah sesuai, karena dalam 

menjalankan program BOS sekolah selalu 

berpedoman pada Juknis yang ada. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Sekolah jelas mengisi dan mengirim dapodik, 

pengisiannya di awal tahun pelajaran. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Ya jelas mba sekolah selalu validasi jumlah 

dana dengan jumlah peserta didik.   

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, pembuatan di awal tahun 

pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Menurut saya isi RKAS menyangkut 

perencanaan penggunaan dana BOS yang 

digunakan untuk kegiatan operasional 

sekolah, di dalamnya ada sumber dana dan 

kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan 

selama 1 tahun pelajaran.   

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS bersama dengan kepala 

sekolah, dewan guru dan komite. 

Penyusunannya diawali dengan rapat dewan 

guru untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan 

yang sedang diperlukan sekolah. Kemudian 

setelah sepakat, komite sekolah mengetahui 

dan menyetujui dengan ditandatangani RKAS 
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oleh ketua komite sekolah. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS bertujuan untuk 

pengendali kegiatan yang nantinya akan 

dilakukan oleh sekolah. Karena menurut saya 

apabila perencanaan disusun dengan baik, 

realisasinya nanti akan sesuai dengan apa 

yang sudah direncanakan. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan melibatkan kepala sekolah, 

dewan guru dan staf tenaga kependidikan 

serta komite sekolah. RKAS dibuat atas 

kesepakatan pihak tersebut. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah sangat penting, karena 

beliau yang mengatur segalanya, mulai dari 

mengeluarkan SK, pembentukan tim, hingga 

sebagai fasilitator dan kepala sekolah 

bertugas merangkum hasil rapat yang 

kemudian dipilih skala prioritas kebutuhan 

yang benar-benar sedang diperlukan oleh 

sekolah.   

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Tugas guru aktif untuk memberi usulan-

usulan terkait kebutuhan-kebutuhan sekolah  

yang diperlukan dan kebutuhan kelasnya. 

Selain guru kelas guru mata pelajaran juga 

mengeluarkan usulan kebutuhannya. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite sekolah aktif, beliau sering berkujung 

ke sekolah untuk menanyakan informasi 

terbaru. Komite sekolah memberi saran 

terkait sarana dan prasarana sekolah dan 

kaitannya dengan lingkungan masyarakat 

sekitar. Komite sekolah juga membantu 

sekolah untuk mensosialisasikan program 

BOS ke orangtua peserta didik. Kaitan 

dengan RKAS komite mengetahui kemudian 

menyetujui dan nanti setelah dokumen RKAS 

jadi, ketua komite tinggal tanda tangan.. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Ada, tim manajemen bos ada kepala sekolah, 

saya sendiri bendahara BOS dan orangtua 

peserta didik.  

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba, pengelolaan dana BOS 

dilakukan oleh sekolah dan administrasi BOS 

saya yang pegang karena selaku bendahara. 

Kalau jujur ya mba, administrasi BOS 

sangatlah banyak dan rumit belum lagi 

pelaporannya, nah karena itu menurut saya ya 

mba harusnya ada bagian administrasi yang 

ditugaskan untuk mengelola program BOS di 
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SD. Biasanya guru muda yang masih fresh 

dan ahli di bidang operator, tapi sayangnya 

yang mengelola program BOS haruslah PNS. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Untuk rapat terkait program BOS ada mba, 

biasanya setiap 3 bulan sekali. Karena 

terkadang ada kegiatan yang tidak terduga 

muncul dan perubahan harga. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Pasti ada mba sosialisasi ke orangtua, 

biasanya di awal tahun pelajaran ada rapat 

bersama antara kepala sekolah guru dan 

orang tua peserta didik. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun 

mba, sekolah ini gratis. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang ada di depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Tentunya sekolah memasang rencana dan 

laporan penggunaan dana BOS dipapan 

pengumuman. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Ada mba sosialisasi di UPK, pelatihannya 

tingkat kecamatan. Dari sekolah ini yang 

berangkat ke UPK saya dan bapak kepala 

sekolah. Materi sosialisasi tentang pogram 

BOS 2015, pelaporan dan perpajakan, serta 

penyampaian materi oleh pengawas, kepala 

UPK dan kepala sekolah yang mengikuti 

pelatihan ditingkat kabupaten.   

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Ya menurut saya, Alhamdulillah sudah 

mampu memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan sekolah. Bersyukur menerima 

dana gratis dari pemerintah walaupun jumlah 

peserta didik sangat sedikit. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Sementara ini kegiatan masih sama, mungkin 

nanti akan dirapatkan bersama untuk 

menambah kegiatan, kemungkinan 

ekstrakurikuler 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Iya mba ada pengelompokan dan 

administrasinya sendiri-sendiri. SDN 1 

Cipete menerima dana BOS reguler dari 

pemerintah pusat, ada juga BOS damping 

dari pemerintah provinsi dan kabupaten. 

Tidak semua sekolah mendapatkan BOS 
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 Kode : L3. V  
Tempat : SDN 1 Cipete 
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015 
Responden : Djudi Ashari (DA) 
Jabatan : Ketua Komite SDN 1 Cipete 
Waktu : 11.25 – 11.40 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

damping dari kabupaten mba, hanya sekolah 

dengan jumlah peserta didik kurang dari 100 

yang mendapat bantuan dari pemerintah 

kabupaten. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Penyesuian RKAS dengan cara direvisi atau 

dengan kata lain RKAS mengalami 

perubahan. Tetapi walaupun tidak ada 

perbedaan anggaran, sekolah tetap membuat 

RKAS perubahan di awal tahun anggaran. 

Karena kebijakan program BOS 2015 baru, 

kemungkinan perubahan dilakukan pada 

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Kalau menurut saya sudah sesuai mba, karena 

dalam menyusun RKAS selalu melihat Juknis 

BOS.  

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya sekolah selalu tepat waktu untuk mengisi 

dan mengirim dapodik. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Jelas, sekolah selalu memvalidasi. 

 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Benar, sekolah membuat RKAS di awal 

tahun pelajaran 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Sepemahaman saya isi RKAS berkaitan 

dengan perencanaan kegiatan/program, 

belanja barang yang dibutuhkan sekolah, dan 

dana yang dikeluarkan sekolah selama 1 

tahun pelajaran 
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Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Sepengetahuan saya ya mba, RKAS disusun 

oleh tim dan ada keterlibatan dan kesepakatan 

antara kepala sekolah dan dewan guru. Tugas 

saya mengetahui dan menyetujui RKAS yang 

sudah dibuat oleh sekolah. 

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuannya agar dana dapat tersalurkan 

dengan benar sesuai dengan tujuan dan 

menjadikan pengendali program yang akan 

dilaksanakan.    

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAS 

adalah kepala sekolah, dewan guru dan staf 

serta komite sekolah yang bertugas 

menyetujui RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah aktif sebagai 

penanggung jawab, fasilitator para guru yang 

mengusulkan berbagai macam kebutuhan 

yang diperlukan dan berkoordinasi dengan 

komite terkait pemberitahuan RKAS.  

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif, memberi masukan kebutuhan baik 

kebutuhan kelas maupun kebutuhan yang 

diperlukan sekolah. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya sendiri cukup aktif, karena saya 

sering mampir ke SD sembari untuk 

silahturahmi, saya juga mencari informasi 

terbaru yang ada di sekolah. Kaitannya 

dengan penyusunan RKAS tugas saya 

mengetahui dan menyetujui RKAS dan 

kiranya memberi saran terkait pengembangan 

sarana dan kaitan dengan lingkungan 

masyarakat. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya punya, ada kepala sekolah, bendahara, 

dan orangtua peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Pengelolaan BOS sepengetahuan saya, 

dilakukan oleh Pak Dasam selaku bendahara. 

Jadi tidak ada bagian administrasi yang 

mengelola BOS. tapi pendapat saya nih mba, 

alangkah baiknya kalau ada bagian tata usaha 

sendiri yang mengelola dana BOS, dan 

harusnya yang mengelola BOS baiknya guru 

yang masih muda dan paham pengoperasian 

komputer. Bendahara dipilih yang utama 

transparan dan mengerti keuangan serta 

kebutuhan sekolah. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

Rapat terkait program BOS sepengetahuan 

saya selalu diadakan waktu dana cair. Saya 
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kelancaran program BOS? sendiri jarang mengikut rapat tersebut, paling 

tidak nanti saya diberi surat atau mendapat 

sms dari kepala sekolah terkait rencana 

penggunaan dana BOS.   

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Iya mba ada di awal tahun pelajaran dan akhir 

tahun pada saat terima rapot, rapat bersamaan 

dengan orangtua peserta didik 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada mba, sekolah  ini gratis 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Ada mba, kalo tidak salah ada 2 spanduk 

yang di samping dan depan bangunan 

sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Ya benar ada papan pengumuman terkait 

informasi rencana dan laporan, biasanya 

orangtua yang menjemput anaknya di sekolah 

melihat papan pengumuman tersebut, 

sehingga dapat media oleh sekolah dalam 

menyampaikan ke orangtua peserta didik. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Sudah tahu mba, dapat informasi dari kepala 

sekolah, tapi secara detail tentang program 

BOS hingga ke pelaporan saya tidak tahu, 

yang saya tahu, ada kenaikan anggaran 

menjadi Rp. 800.000,-.   

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya Alhamdulilaah sudah bisa 

memenuhi kebutuhan sekolah namun belum 

100%. 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Ada perinciannya mba di dalam RKAS, 

setahu saya SDN 1 Cipete mendapat BOS 

dari pemerintah pusat, selain itu ada bantuan 

dari pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten. 

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Sudah sesuai mba, karena dalam setiap 

pengelolaan dana BOS harus selalu 

berpedoman pada Juknis. 
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Lampiran 10 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 2 CIPETE 

Kode : L2. VI KS 
Tempat : SDN 2 Cipete 
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2015 
Responden : Sudirno, S.Pd SD (SD) 
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Cipete 
Waktu : 10.15 – 10.45 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya mba sekolah mengisi dapodik minimal 3 

bulan sekali.   

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya sekolah selalu melakukan validasi jumlah 

dana 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Betul mba, sekolah buatnya di awal tahun 

pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS berkaitan dengan 8 Standar 

Nasional Pendidikan yang dijabarkan lagi 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

selama 1 tahun pelajaran dan dibiayai oleh 

dana BOS. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Prosesnya pertama rapat bersama dengan 

dewan guru untuk menyusun kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, 

kemudian dirangkum dan dipilih skala 

prioritas, setelah itu diketahui dan disetujui 

oleh komite. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuannya ya mba untuk merencanakan 

kegiatan dan anggaran secara sistematis agar 

dalam pelaksaannya dapat terarah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat ada kepala sekolah, terus dewan 

guru beserta bendahara, dan juga komite 

sekolah. 
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Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya yang pertama adalah 

mengeluarkan SK tim penyusun, kemudian 

koordinator, dan juga pada saat rapat, 

menghimpun usulan berbagai pendapat dari 

masing-masing terus dirangkum jadi 1.    

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru aktif pada saat rapat untuk menjabarkan 

kebutuhan masing-masing kelas. Bukan 

hanya guru kelas tapi guru mata pelajaran 

juga menginformaikan kebutuhan yang 

diperlukan. Misalnya ya mba, guru olahraga 

perlu bola voli karena bola voli yang ada di 

sekolah rusak, nah usulan tersebut nanti 

dirangkum dan nantinya akan dipilih 

kebutuhan mana yang harus disegerakan. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite aktif mba, biasanya diminta 

pertimbangan-pertimbangan mengenai 

pembangunan gedung atau renovasi, ya 

biasanya berkaitan dengan sarana prasarana. 

Tapi sekolah ini tidak ada sumbangan mba, 

karena ada kebijakan gratis. Sebenarnya ya 

sekolah gratis itu kadang-kadang membuat 

sekolah kesulitan mendapat dana dari 

masyarakat setempat. Ya walaupun 

diperbolehkan dalam bentuk sumbangan 

sukarela tapi tetap saja sekolah tidak enak 

hati mba. Komite juga nanti menandatangani 

RKAS yang sudah dibuat sekolah. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya mba ada, kepala sekolah, bendahara, dan 

orangtua peseta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Nah itu mba kendala yang dihadapi SD, disini 

yang mengelola BOS itu bendahara sekolah, 

dan saya sendiri sebagai penanggungjawab. 

Tapi ya mba kendalanya, administrasi BOS 

kan sangat banyak apalagi SPJ, pelaporan, 

dan perpajakannya lebih baik itu ada pihak 

seperti TU di SD jadinya tidak menambah 

beban guru. Tapi solusi disini itu yang jadi 

bendahara BOS bergilir, dan yang menjadi 

bendahara harus PNS. Pengoperasian 

komputer biasanya dibantu guru muda. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Iya selalu mengadakan rapat koordinasi 

minimal tiap bulan. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

Sosialisasi ke peserta didik melalui papan 

pengumuman yang dipasang sekolah tentang 
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program BOS? rencana dan laporan penggunaan dana BOS. 

Kalau ke orangtua peserta didik melalui rapat 

pada saat penerimaan rapot.  

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan mba, hanya saja ada 

infaq anak. Seperti yang dijelaskan tadi ya 

mba, kadang kami sangat susah menerima 

bantuan dari masyarakat tapi sebenarnya 

sekolah juga memerlukan untuk renovasi 

kelas.  

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya, sekolah memasang spanduk. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya sekolah memasang, papan tersebut 

dijadikan sebagai bahan sosialisasi ke anak-

anak dan orangtua. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Ada pelatihan mba di UPK, yang berangkat 

kesana saya dan bendahara. Materi sosialisasi 

terkait kebijakan baru, peng-SPJan dan 

perpajakan. Pembicaranya ada kepala sekolah 

yang sudah ikut sosialisasi di kabupaten, 

pengawas dan kepala UPK. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya pribadi ya mba kebutuhan 

sekolah kan sangat banyak, untuk saat ini ya 

sudah mendekati cukup. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Karena ada kebijakan baru konsekuensinya 

kegiatan ditambah, biasanya ekstrakurikuler. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Ada mba, sumber dana yang diterima sekolah 

dari BOS reguler dari pemerintah pusat yang 

cair setiap triwulan, namun biasanya triwulan 

awal mengalami keterlambatan dan jujur 

pihak sekolah bingung mencari talangan 

karena sumbernya hanya dari dana BOS, 

terus ada juga BOS damping dari pemerintah 

provinsi, sekolah ini jumlah peserta didiknya 

lebih dari 100, oleh karena itu dapat dari 

provinsi tapi tidak dapat dari pemerintah 

kabupaten, biasanya digunakan untuk 

beasiswa anak miskin dan alat peraga, dan 

ada juga BOS buku untuk buku kurikulum 
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 Kode : L2. VI BN 

Tempat : SDN 2 Cipete 
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2015 
Responden : Riyati, S.Pd SD (RY) 
Jabatan : Bendahara SDN 2 Cipete 
Waktu : 11.00 – 11.20 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

2013. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Betul mba, di awal tahun anggaran sekolah 

membuat RKAS-Perubahan artinya RKAS 

yang dibuat pada awal tahun pelajaran 

direvisi baik itu kegiatannya maupun 

anggaran. Pasti selalu ada revisi, karena 

biasanya ada kegiatan mendadak yang ada di 

pertengahan tahun ajaran dan juga perbedaan 

biasanya di harga-harga barang.   

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Insyaallah sudah sesuai mba. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya mba, pengisian dapodik biasanya di awal 

tahun ajaran baru. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya jelas mba, kalau misalnya ada kelebihan 

dana nanti di triwulan berikutnya akan 

dikurangi. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Iya mba membuat di awal tahun pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS didalamnya ada rencana kegiatan 

yang akan dilaksanakan sekolah beserta 

anggaran-anggaran dan kebutuhan yang 

diperlukan sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun berdasarkan kesepakatan 

bersama antara kepala sekolah, guru kelas, 

guru mapel, dan tenaga kerja lainnya dan 

persetujuan dari komite. Awalnya ya mba ada 
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rapat, nanti guru-guru merinci kebutuhan-

kebutuhan kelas, habis itu dirangkum oleh 

bapak kepala sekolah dan kemudian setelah 

ada kesepakatan bersama, RKAS  diserahkan 

ke ketua komite untuk ditandatangani. 

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

RKAS itu sebagai pengontrol anggaran yang 

akan dikeluarkan sekolah dan pengendali 

kegiatan/ program yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Ada kepala sekolah, saya sendiri bendahara, 

semua dewan guru dan staf serta komite 

untuk menyetujui. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Beliau berperan sebagai koordinator saat 

rapat, dan merangkum hasil rapat serta 

menentukan skala prioritas kebutuhan 

sekolah  

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Pada saat rapat masing-masing guru kelas dan 

guru mapel mendata kebutuhan-kebutuhan 

kelas yang diperlukan.   

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite mengusulkan pendapat yang 

kaitannya dengan pengembangan sarpras, 

misalnya renovasi kelas, penambahan ruang, 

dan penggantian keramik. Tugas komite 

setelah RKAS selesai dibuat menyetujui dan 

menandatangani. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya ada, kepala sekolah, terus saya selaku 

bendahara dan perwakilan orangtua peserta 

didik tapi diluar anggota komite 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba, kalau masalah pengelolaan 

BOS hanya bendahara yang mengatur. Untuk 

operator sendiri ada yang membantu tapi 

administrasi BOS semuanya diserahkan ke 

bendahara. Terkadang saya pusing mba, 

sudah tugas mengajar berat ditambah lagi jadi 

bendahara BOS, ya waktunya tersita banyak. 

Harusnya ada pegawai TU di SD kan jadi 

memudahkan tugas guru. Ya setidaknya ada 

guru muda atau pegawai keuangan khusus 

yang seharusnya mengurus administrasi BOS. 

Bendahara juga bertugas untuk kreatif dalam 

memanfaatkan dana, dan yang jelas waktunya 

sempat untuk mengurus BOS. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu mba, biasanya setiap bulan. rapat 

diadakan biasanya ada kaitannya dengan 

lomba-lomba, misal butuh transport, pelatih, 

atau anggaran yang diperlukan sekolah dalam 
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mengikuti lomba. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Ada ke orangtua peserta didik melalui rapat 

diawal tahun pelajaran pas baru masuk ajaran 

baru.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Sekolah ini tidak ada pungutan, hanya infaq 

peserta didik yang digunakan untuk 

kebutuhan menjenguk teman yang sakit. 

Terkadang sekolah juga membutuhkan 

sumbangan dari masyarakat sekitar untuk 

perbaikan ruangan, tapi apa daya ya mba 

tidak boleh ada sumbangan di sekolah. Ya 

walaupun boleh sumbangan sukarela tapi 

tetap saja sekolah tidak menarik karena sudah 

ada ketentuan sekolah gratis. Pintar-pintarnya 

sekolah mengotak-atik dana agar dapat 

terpenuhi semua kebutuhan yang ada. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya sekolah memasang. 

 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya betul. Sekolah juga mengiformasikan 

kegiatan yang boleh dan tidak boleh didanai 

oleh dana BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Sudah mba, di UPK pelatihannya. yang ke 

UPK saya dan bapak kepala sekolah. isi 

materi tentang pelaporan, kebijaan baru, SPJ, 

dan perpajakan. Materi disampaikan oleh 

kepala UPK, pengawas dan perwakilan 

kepala sekolah kecamatan cilongok yang 

sudah mengikuti pelatihan di kabupaten. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Kebutuhan sekolah sangat banyak sekali ya 

mba, tapi untuk saat ini dana BOS ya cukup 

dapat memenuhi kebutuhan sekolah. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Ada mba, kegiatan pramuka. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Iya ada, sumber dana dari BOS reguler 

bantuan pemerintah pusat, BOS damping dari 

pemerintah provinsi. Bantuan dari pemerintah 

provinsi diberikan kepada sekolah yang 

jumlah peserta didiknya lebih dari 100. 
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 Kode : L3. VI 
Tempat : Rumah Ketua Komite SDN 2 Cipete 
Hari/Tanggal : Selasa, 7 April 2015 
Responden : Warsono (WR) 
Jabatan : Ketua Komite SDN 2 Cipete 
Waktu : 09.00 – 09.15  
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Menurut saya sendiri pemberian dana BOS 

terlalu kaku peraturannya karena tidak bisa 

dikelola sendiri oleh pihak sekolah, belum 

lagi di triwulan awal pencairan dananya telat, 

tapi ya Alhamdulillah ya mba pemerintah 

sudah baik dengan memberi bantuan dana 

pendidikan. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Ada revisi mba di akhir semester I, biasanya 

yang mengalami perubahan adalah kegiatan 

dan besaran anggaran. RKAS yang dibuat di 

awal tahun pelajaran direvisi dan dibuat lagi 

RKAS-P. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah mba, karena juknis merupakan 

pedoman dalam mengelola keuangan BOS.   

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya mba mengisi dapodik.   

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Betul mba sekolah selalu validasi. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Iya RKAS selalu dibuat. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS menurut saya berkaitan dengan 

jumlah uang yang masuk dan uang keluar 

sesuai dengan kebutuhan yang dijabarkan 

berdasarkan 8 SNP. 
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Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS disusun melalui rapat dewan guru, 

bersama kepala sekolah unuk merinci segala 

kebutuhan dan kegiatan selama 1 tahun 

pelajaran, setelah ada kesepakatan kemudian 

komite mengesahkan. 

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Supaya segala kebutuhan pendidik dapat 

tercapai secara maksimal. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Ada kepala sekolah, bendahara BOS, dewan 

guru, dan komite. Dan tugas saya mengetahui 

perencanaannya kemudian nanti saya tanda 

tangan.  

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Beliau tanggungjawab dan ketika rapat jadi 

koordinator. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru memberi masukan berupa pengambilan 

daftar kebutuhan sesuai dengan 

kelas/tanggungjawabnya. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya sendiri memberi masukan tentang 

kebutuhan umum sekolah tetapi lebih 

kaitannya dengan sarpras, kemudian 

memberikan solusi bila ada kebutuhan 

sekolah diluar dana BOS.  

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya ada, tim manajemen BOS meliputi kepala 

sekolah, bendahara sekolah, dan orangtua 

peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Sepengetahuan saya yang mengelola BOS itu 

bendahara sekolah. dan ada guru yang 

membantu untuk pengoperasian komputer. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Sepengetahuan saya selalu, tapi saya tidak 

ikut dalam rapat hanya pemberitahuan saja 

lewat sms kalau misalnya harus tandatangan 

atau butuh bantuan lain.   

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Iya sosialisasi ke orangtua peserta didik lewat 

rapat.  

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada pungutan mba, karena kegiatan 

operasional sekolah sudah ditanggung oleh 

dana BOS. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Ya memasang. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

Iya sekolah menginformasikan rencana dan 

laporan penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman dan dapat dilihat oleh peserta 
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penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

didik. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Iya mba sudah tapi untuk rincinya saya belum 

paham. Yang saya tahu ada kenaikan aggaran 

di program BOS 2015. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Ya sudah cukup mba. 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Sepengetahuan saya selain dana BOS dari 

pusat, ada bantuan juga dari pemerintah 

provinsi. 

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Ya sudah ada kesesuaian antara aturan 

penggunaan dari juknis dengan yang ada di 

RKAS.   
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Lampiran 11 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 1 BATUANTEN 

Kode : L2. VII  KS 
Tempat : SDN 1 Batuanten 
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Maret 2015 
Responden : Shoke, S.Pd SD (SK)  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 1 Batuanten 
Waktu : 09.10 – 09.40 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya mba selalu, pengisian dapodik dilakukan 

setiap semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya sekolah pasti memvalidasi jumah anak 

dengan jumlah dana yang diterima. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, di awal tahun pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS berkaitan dengan sumber dana 

yang diterima sekolah, kemudian kegiatan 

pembiayaan peeserta didik yang dijabarkan 

ke dalam 8 SNP. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Pertama pembentukan tim penyusun, setelah 

terbentuk kemudian diadakan rapat bersama 

dewan guru untuk merinci segala kebutuhan 

umum sekolah, setelah dirangkum segala 

pendapat dan diperoleh kesepakatan barulah 

RKAS diketahui dan ditanda tangani oleh 

ketua komite.  

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya RKAS dibuat agar ada rambu-

rambu dalam menjalankan kegiatan di 

sekolah dan jalan pengeluaran anggaran dapat 

terarah.  

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Ada kepala sekolah, bendahara sekolah, 

semua dewan guru dan tentunya komite 
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sekolah. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran saya mengakomodir semua pendapat 

dari guru tentang kebutuhan kelas dan 

nantinya saya merangkum dan memilih skala 

prioritas kebutuhan. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru kelas, guru olahraga, guru agama dan 

tenaga kependidikan lain berperan 

mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan misalkan kebutuhan pembelajaran 

di kelas ada alat peraga, ATK, media 

pembelajaran, dll. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite mengusulkan keperluan terkait 

dengan sarpras dan hubungannya dengan 

lingkungan. Komite mengetahui dan 

menyetujui RKAS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya ada mba, kepala sekolah, bendahara, dan 

satu orangtua peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba, tanggungjawab penuh 

pengelolaan oleh pihak sekolah dan 

bendahara yang bagian pengadministrasian. 

Tapi menurut saya, harusnya ada TU di SD, 

ya walaupun sekolah dasar tapi TU juga 

dibutuhkan untuk mengelola keuangan di 

sekolah, dan bisa membantu meringankan 

beban guru. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Iya rapat selalu setiap 1 bulan sekali. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Iya ke orangtua peserta didik melalui rapat di 

awal tahun pelajaran.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan ke peserta didik. Sekolah 

ini gratis mba. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya, sekolah memasang depan sekolah. 

 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Ada pengumumannya mba, biasanya dilihat 

oleh peserta didik. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

Mengikuti di UPK, setiap sekolah 

mengirimkan kepala sekolah dan bendahara 

dalam sosialisasi ini. Isinya tentang kebijakan 

baru, pelaporan, peng-SPJ an dan perpajakan, 



181 

 

 

 

 

manajemen BOS Kabupaten? pengisi materi oleh kepala UPK, pengawas 

dan kepala sekolah yang ikut pelatihan di 

kabupaten. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Sejauh ini untuk kegiatan operasional 

dananya sudah mencukupi 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Iya ada kegiatan yang diperbaharui 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Ada mba dari pemerintah pusat yaitu BOS 

reguler, terus ada juga BOS buku kurikulum 

2013, selain itu sekolah ini juga dapat BOS 

damping dari pemerintah provinsi. Dana itu 

biasanya digunakan untuk membeli alat 

peraga. Dana BOS damping ini diberikan ke 

sekolah dengan jumlah peserta didik lebih 

dari 100, ada juga mba dana BOS damping 

dari kabupaten, tapi sekolah ini tidak dapat.  

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Sekolah membuat RKAS di awal tahun 

pelajaran dan di akhir semester 1. RKAS 

yang dibuat di akhir semester 1 merupakan 

RKAS perubahan. Revisinya berkaitan 

dengan penambahan kegiatan atau perubahan 

anggaran. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai mba, karena juknis merupakan 

pedoman dalam pengelolaan BOS di sekolah. 



182 

 

 

 

Kode : L2. VII BN 
Tempat : SDN 1 Batuanten 
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Maret 2015 
Responden : Eka Yanuarti, S.Pd (EY)  
Jabatan : Bendahara SDN 1 Batuanten 
Waktu : 08.30 – 09.00 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya selalu mba setiap semester mengisi dan 

mengirim dapodik ke pusat. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Selalu mba sekolah memvalidasi jumlah 

dana, dan dilakukan setiap triwulan  

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Sekolah membuat dua kali mba, di awal 

tahun pelajaran dan di awal tahun anggaran 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS menyangkut 8 aspek SNP. Dan 

dalam RKAS terdapat sumber dana serta 

pemakaiannya untuk kebutuhan sekolah 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS diawali dengan rapat 

dewan guru di awal tahun pelajaran, guru 

kelas, guru mapel dan tenaga pendidik 

lainnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan, setelah itu pendapatnya 

ditampung oleh kepala sekolah dan akhirnya 

dibentuklah suatu kesepakatan dan kalau 

RKAS sudah jadi, barulah ditandatangani 

oleh ketua komite.   

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya, RKAS itu dibuat agar segala 

kegiatan dan pengelolaan administrasi 

sekolah dapat berjalan dengan lacar. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Yang terlibat ada kepala sekolah, saya sendiri 

selaku bendahara dan guru kelas, kemudian 

semua dewan guru dan staf dan juga ada 

komite sekolah yang mengetahui perencanaan 

dan menyetujui RKAS. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Kepala sekolah berperan untuk memfasiitasi 

dan mengkoordinasi pada saat rapat, dan 

demokratis dalam pengambilan simpulan. 
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Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Pada saat rapat, guru mengusulkan kebutuhan 

kelas dan kebutuhan sekolah. Selain itu guru 

menyampaikan angaran-angaran tak terduga 

yang biasanya ada misalnya saja kegiatan 

lomba, dan kenaikan harga barang.  

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite aktif dan berperan dalam memberi 

saran ataupun usulan terkait kebutuhan 

sekolah pada umumnya.  

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya sekolah memiliki tim manajemen BOS 

yang terdiri dari kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab, kemudian ada bendahara 

saya sendiri dan ada perwakilan orangtua 

peserta didik diluar anggota komite tapi 

dalam pemilihannya atas saran dari komite 

juga. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba hanya bendahara yang 

mengurus administrasi BOS disekolah, jujur 

saja ya mba lebih baik ada pegawai khusus 

administrasi yang masih muda dan ahli 

akutansi untuk mengelola BOS, saya akui, 

untuk pengelolaan BOS sangat rumit, belum 

lagi peraturan yang berganti-ganti dan 

pencairan dana BOS yang seringkali 

terlambat di awal triwulan. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Ada mba selalu, rapat diadakan kaitannya 

dengan lomba-lomba karena membutuhkan 

dana untuk transportasi dan konsumsi. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Ada rapat mba di awal tahun pelajaran. Rapat 

dilakukan bersamaan dengan orangtua peserta 

didik. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada sama sekali mba pungutan di 

sekolah.  

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya memasang di depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya betul ada terpasang di dekat ruang guru, 

biasanya dilihat peserta didik maupun 

orangtua peserta didik ketika berkunjung ke 

sekolah. Ada rencana penggunaan dan 

laporan penggunaan dana BOS setiap 

triwulannya. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Ada mba sosialisasi di UPK, ya itu berarti 

pelatihan tingkat kecamatan, yang ke UPK 

saya dan bapak kepala sekolah. Untuk 

materinya menyangkut kebijakan BOS 2015, 

pelaporan, SPJ dan perpajakan, materinya 
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disampaikan oleh kepala UPK dan 

perwakilan kepala sekolah yang sudah 

mengikuti pelatihan di kabupaten. 

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya, sudah cukup bisa membiayai 

kegiatan operasional sekolah. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Ada penambahan ekstrakurikuler dan 

pembimbingan peserta didik untuk lomba 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Iya mba ada, karena administrasinya sendiri-

sendiri. Sekolah ini mendapat  BOS reguler 

dari pemerintah pusat, kemudian ada BOS 

buku, ada juga BOS damping dari pemerintah 

provinsi. SDN 1 Batuanten tidak mendapat 

BOS damping dari kabupaten karena jumlah 

peserta didiknya lebih dari 100.  

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Ada revisi, tapi sudah dijelaskan sebelumnya 

kalau sekolah membuat 2 RKAS di awal 

tahun dan di akhir semester I. Perubahan ada 

kaitannya dengan anggaran, penambahan 

kegiatan, ataupun perubahan harga. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai mba. 
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Kode : L3. VII 
Tempat : Rumah Ketua Komite SDN 1 Batuanten 
Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2015 
Responden : Sunarso (SN) 
Jabatan : Komite Sekolah SDN 1 Batuanten 
Waktu : 09.00 – 09.15 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
  

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya selalu, setahu saya di awal semester.   

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya sekolah memvalidasi setiap pencairan 

dana. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Iya RKAS dibuat setiap tahun. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

RKAS lengkap, mencakup semua aspek 

kegiatan operasional dan komponen 

pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. Selain itu ada anggaran 

dana yang diterima oleh sekolah. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

RKAS dibuat di awal tahun ajaran baru 

dengan diwali rapat bersama seluruh guru dan 

tenaga pendidik serta para guru 

menyampikan kebutuhan-kebutuhan selama 

kegiatan belajar mengajar sepanjang 1 tahun. 

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya tujuannya untuk memperlancar 

jalannya operasional di sekolah dan untuk 

ketertiban administrasi serta pelaporan dana 

BOS.   

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Ada kepala sekolah, segenap guru dan staf 

dan juga perwakilan komite. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran bapak kepala sekolah sangat penting di 

dalam menentukan apa saja yang akan 

dibelanjakan dan dibuat daftar prioritas 

kebutuhan. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru tugasnya mencatat semua kebutuhan 

dan kelengkapan yang mendukung proses 

pembelajaran untuk satu tahun kedepan.    
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Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite berperan memberi masukan dalam 

merancang kebutuhan sekolah, dan 

menyetujui RKAS yang sudah dibuat oleh 

sekolah.   

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Ya ada, yaitu kepala sekolah, bendahara dan 

perwakilan orangtua.   

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada, pengelolaan BOS setahu saya 

dipegang oleh bendahara. Menurut saya tugas 

bendahara sangatlah berat, terutama bagian 

pelaporan. Tugas guru sudah banyak 

ditambah lagi jadi bendahara, harusnya ada 

tambahan waktu dan biaya ya mba buat 

bendahara?. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Ada mba, tapi saya tidak ikut kalau rapat. 

Biasanya rapat itu buat membahas biaya yang 

keluar untuk kegiatan-kegiatan sekolah.  

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Selalu ada mba sosialisasi di awal tahun 

ajaran ke orangtua peserta didik. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik?  

Tidak ada pungutan mba, karena semua biaya 

ditanggung oleh dana BOS.   

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Seingat saya memasang mba di depan pintu 

masuk sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Iya mba, saya melihat waktu saya datang ke 

SD. Ada juga komponen kegiatan yang boleh 

dibiayai dan tidak boleh dibiayai oleh dana 

BOS. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 2015? 

Sudah mba, saya mengetahui dari Juknis 

2015. Yang saya tahu ada penambahan 

anggaran menjadi Rp. 800.000,- ke peserta 

didik per tahunnya.   

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Menurut saya sudah cukup mba, ya bersyukur 

sudah dibiayai gratis oleh pemerintah. 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Iya mba ada, bantuan dari pemerintah 

provinsi 

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

Insyaallah sudah mba, karena saya yakin 

dalam pengelolaan BOS selalu berpedoman 
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penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

pada Juknis BOS.  
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Lampiran 12 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

SDN 2 BATUANTEN 

Kode : L2. VIII KS 
Tempat : SDN 2 Batuanten 
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 
Responden : Anwar Sanusi, S.Pd (AS) 
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Batuanten 
Waktu : 09.30 – 10.00 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya betul mba, sekolah selalu mengisi 

dapodik. Waktunya sudah terjadwal, 

pengisian dilakukan di awal semester. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Iya mba harus, validasi jumlah dana dan 

jumlah peserta didik wajib dilakukan.   

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat di awal tahun pelajaran.   

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Isi RKAS ada ketentuan-ketentuan tentang 

komponen yang bisa dibiayai oleh BOS dan 

besaran dana yang dikeluarkan. Kegiatan 

operasional sekolah dijabarkan kedalam 8 

Standar Nasional Pendidikan. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Penyusunan RKAS melalui rapat antara 

kepala sekolah, dewan guru dan komite 

sekolah. masing-masing guru dan staf 

menyampaikan kebutuhan dan kemudian 

diringkas dan dipilih kebutuhan prioritas 

yang benar-benar diperlukan. Setelah ada 

kesepakatan barulah komite menyetujui.  

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Tujuan penyusunan RKAS, sebagai pedoman 

dalam mengelola uang BOS agar sesuai 

dengan yang direncanakan.   

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS melibatkan banyak pihak, 

ada kepala sekolah, bendahara BOS, dewan 
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guru, dan komite. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Perannya yaitu mengatur, mengkoordinir dan 

menampung masukan-masukan dari semua 

pihak dan nantinya saya akan merangkum 

dan menentukan kegiatan-kegiatan mana saja 

yang harus dilaksanakan. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru kelas, guru olahraga, dan guru agama 

bertugas mendata mengenai kebutuhan kelas 

dan kebutuhan umum sekolah yang ada 

kaitannya dengan kegiatan operasional. Guru 

juga memberi masukan atau pendapat pada 

saat rapat tentang berbagai program dan 

rencana biaya yang dikeluarkan untuk 

periode 1 tahun. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite sekolah memberikan masukan-

masukan pertimbangan tentang kebutuhan 

umum sekolah, tapi kaitannya dengan 

lingkungan masyarakat dan sarana prasarana 

sekolah misalnya penambahan ruang kelas. 

Komite mengetahui rencana dan menyetujui 

RKAS. 

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Memiliki, karena SK sudah dibuat dan 

anggota tim terdiri dari kepala sekolah, 

bendahara, dan orangtua peserta didik diluar 

komite sekolah. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba pihak lain yang membantu 

menangani pengelolaan BOS, hanya 

bendahara dan dibantu guru dalam 

pelaporannya.  

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Iya selalu mba, untuk pengecekan harga 

barang dan pengeluaran biaya untuk 

kegiatan-kegiatan sekolah. 

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Ada rapat bersama di awal dan akhir tahun 

pelajaran, biasanya rapat bersama orangtua 

peserta didik.   

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan mba, adanya sumbangan 

sukarela orangtua dan masyarakat dan tidak 

ditentukan besaran dananya yang disalurkan 

melalui komite sekolah.   

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Memasang di tembok depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

Iya mba ada papan pengumumannya, ada 

papan larangan dan penggunaan dana BOS, 

Ada juga rencana penggunaan BOS, dan ada 
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penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

juga laporan penggunaan dana BOS di setiap 

triwulannya.  

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

Sudah, tempatnya di UPK. Pengisinya ada 

dari kepala UPK, pengawas dan kepala 

sekolah yang sudah didiklat di kabupaten. 

Kemarin yang berangkat ke UPK saya dan 

bendahara. Untuk materi sendiri menyangkut 

kebijakan BOS baru, pelaporan dan 

perpajakan.  

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Insyaallah dapat menutup jika apa yang 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Ada penambahan di ekstrakurikuler. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Pengelompakan sumber dana ada dari APBN 

yaitu BOS reguler,  BOS buku Kurikulum 

2013, kemudian dari APBD provinsi yaitu 

BOS damping, bantuan ini digunakan untuk 

melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di 

sekolah. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Ada revisi mba, pembuatan RKAS-

Perubahan di akhir semester I, gunanya untuk 

melengkapi kegiatan yang belum ada pada 

RKAS sebelumnya. Selain itu RKAS-P 

dibuat apabila ada perubahan harga barang 

ketika belanja, dan perubahan anggaran BOS. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Sudah sesuai, karena pembuatan RKAS juga 

berpedoman pada Juknis.  
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Kode : L2. VIII BN 
Tempat : SDN 2 Batuanten  
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 
Responden : Endang Setianingrum, S.Pd (ES) 
Jabatan : Bendahara SDN 2 Batuanten 
Waktu : 10.05 – 10.35 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (P) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update data 

pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Iya, selalu mengisi dapodik di awal semester 

tahun pelajaran baru. 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Selalu mba, pengecekan dilakukan saat dana 

BOS cair. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat di awal tahun pelajaran, dan 

RKAS-P awal tahun anggaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

RKAS mencakup 8 SNP, dan berisikan 

perencanaan penggunaan dana BOS yang 

digunakan untuk kegiatan operasional 

sekolah. Misalnya untuk kegiatan 

pembelajaran, bisa juga membayar gaji guru 

wiyata bakti, dapat digunakan juga untuk 

ATK, dan masih banyak lagi komponen yang 

dibiayai oleh dana BOS. 

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Diawali dengan pembuatan SK oleh kepala 

sekolah, lalu pembentukan tim, dan kemudian 

rapat bersama dewan guru untuk mendata 

semua kebutuhan, baik kebutuhan kelas atau 

kebutuhan sekolah. setelah mencapai 

kesepakatan kemudian disetujui oleh komite 

sekolah.  

Apakah tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Menurut saya tujuan penyusunan RKAS 

sebagai alat kontrol kegiatan dan administrasi 

sekolah. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Penyusunan RKAS melibatkan semua dewan 

guru, kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab, dan komite sekolah yang 

menyetujui dan kemudian menandatangani 

RKAS. 
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Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah, membuat SK, 

membentuk tim dan sebagai koordinator saat 

rapat.   

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Guru bertugas untuk mengusulkan dan 

mendata kebutuhan-kebutuhan kelas yang 

diperlukan dalam periode 1 tahun pelajaran.   

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Komite mengetahui dan menyetujui RKAS, 

untuk masukan dari komite biasanya 

menyangkut sarana dan prasarana sekolah 

dan ada kaitannya dengan lingkungan.   

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Iya benar, ada kepala sekolah, saya selaku 

bendahara BOS, dan satu perwakilan 

orangtua peserta didik.  

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Tidak ada mba, semua administrasi dilakukan 

oleh bendahara tapi ada guru membantu 

bagian operator. Alangkah baiknya ada 

peraturan baru tentang penambahan pegawai 

administrasi keuangan di SD. Karena 

menurut saya bendahara tugasnya lumayan 

berat lho mba, yang jelas harus 

menyempatkan waktunya untuk mengerjakan 

administrasi, kemudian apabila dana BOS 

turunnya telat cari dana talangan, yang jelas 

harus cekatan dan kreatif kalo menyangkut 

masalah uang. 

Apakah sekolah mengadakan 

rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

Selalu ada rapat, misalnya kalau mau ada 

lomba, nanti guru pendamping memberi tahu 

berapa biaya yang dibutuhkan nanti 

dirapatkan sehingga semua pihak sekolah 

mengetahui larinya dana BOS itu kemana.   

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Rapat bersama orangtua peserta didik waktu 

penerimaan rapot dan di awal tahun 

pelajaran.  

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta didik? 

Tidak ada pungutan, adanya sumbangan 

sukarela dari masyarakat. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Iya sekolah memasang. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman sekolah? 

Iya benar, ada papan pengumuman tentang 

rencana dan realisasi penggunaan dana BOS, 

kemudian ada juga kegiatan yang boleh dan 

tidak boleh dibiayai dana BOS. 

Apakah sekolah ini sudah 

mengikuti pelatihan pelaksanaan 

program BOS 2015 yang 

Pelatihan BOS 2015 sudah kemarin bulan 

februari di UPK, yang mengikuti saya dan 

kepala sekolah. Materi sosialisasi tentang 
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 Kode : L3. VIII 

Tempat : SDN 2 Batuanten  
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2015 
Responden : Joko Subagyo (JS) 
Jabatan : Ketua Komite SDN 2 Batuanten 
Waktu : 09.10 – 09.25 
Tujuan : Memperoleh data penelitian terkait 

perencanaan penggunaan dana BOS 
 

Hasil wawancara antara peneliti (P) dan responden (R) tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut : 

diselenggarakan oleh tim 

manajemen BOS Kabupaten? 

kebijakan program BOS baru, SPJ, pelaporan 

dan perpajakan, kemudian yang mengisi ada 

dari pengawas, kepala UPK dan kepala 

sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di 

tingkat kabupaten.  

Kebijakan baru dalam BOS 2015 

berbeda dengan 2014, BOS 2015 

anggaran setiap peserta didik 

menjadi Rp 800.000,-. Apakah 

alokasi dana BOS 2015 yang 

diterima mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Ya hampir bisa menutup kebutuhan sekolah. 

Kegiatan apa yang baru 

diadakan karena kebijakan baru 

BOS 2015? 

Ya jelas kegiatannya ditambah mba. 

Apakah ada pengelompokan 

sumber dana dalam RKAS?  

Ada dana dari pemerintah pusat berupa BOS 

reguler, ada juga BOS damping dari 

pemerintah provinsi. Pemberian BOS 

damping ini diberikan kepada sekolah dengan 

jumlah peserta didik diatas 100. 

RKAS sekolah masih megacu 

pada petunjuk program BOS 

2014, bagaimana sekolah 

menyesuaikan RKAS tersebut 

dengan ketentuan dalam 

program BOS 2015? 

Dibuat RKAS perubahan pada akhir semester 

I, perubahan berkaitan dengan anggaran dan  

penambahan kegiatan. 

Apakah sudah ada kesesuaian 

antara penggunaan dana BOS 

yang diatur Juknis dan yang ada 

di RKAS? 

Insyaallah sudah sesuai mba. 

Pertanyaan Peneliti (P) Jawaban Responden (R) 

Apakah sekolah mengisi, 

mengirim, dan meng-update 

data pokok pendidikan secara 

lengkap ke dalam sistem yang 

Iya mba saya percaya sekolah selalu mengisi 

dan mengirim dapodik.    
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telah disediakan oleh 

Kemdikbud? 

Apakah sekolah memverifikasi 

jumlah dana yang diterima 

dengan data peserta didik yang 

ada? 

Jelas mba, jumlah dana yang cair sama 

dengan jumlah peserta didik yang ada di 

sekolah. 

Apakah sekolah membuat 

RKAS? 

Membuat mba, di awal tahun pelajaran. 

Bagaimana kelengkapan isi dari 

RKAS? 

Sepengetahuan saya isinya rencana 

pembiayaan kegiatan operasional sekolah, 

contohnya kegiatan pembelajaran di kelas, 

membeli alat olahraga, menggaji guru, dll.  

Bagaimana proses penyusunan 

RKAS? 

Setahu saya diawali dengan rapat antara 

kepala sekolah dengan guru untuk mendata 

semua kebutuhan sekolah setelah ada 

kesepakatan kemudian RKAS disusun, 

kemudian saya menyetujui dan 

menandatangani RKAS tersebut.  

Apakah  tujuan adanya 

penyusunan RKAS? 

Ya kalau tidak ada perencanaan yang 

matang, tidak mungkin dilaksanakan dengan 

baik. 

Siapa saja yang terlibat dalam 

penyusunan RKAS? 

Sepengetahuan saya ada kepala sekolah, 

dewan guru dan komite sekolah. 

Bagaimana peran Kepala 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Peran kepala sekolah sangat vital, karena 

sebagai penanggungjawab dalam segala 

kegiatan. 

Bagaimana peran Dewan Guru 

dalam penyusunan RKAS? 

Tugas masing-masing guru kelas dan guru 

mata pelajaran mendata  kebutuhan kelas. 

Bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam penyusunan 

RKAS? 

Setelah penyusunan RKAS selesai peran 

saya menyetujui dan kemudian 

menandatangani dokumen RKAS. 

Kemudian saya juga memberi masukan 

terkait berbagai kebutuhan sekolah pada 

bagian sarana dan prasarana dan mencari 

solusi untuk kebutuhan yang didanai bukan 

dari dana BOS  

Apakah sekolah memiliki tim 

manajemen BOS tingkat 

Sekolah? 

Setahu saya ya mba ada, tapi komite bukan 

termasuk ke dalam tim. Setahu saya ada 

kepala sekolah, bendahara, dan orangtua 

peserta didik. 

Selain Kepala Sekolah dan 

Bendahara BOS adakah pihak 

lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan dana 

BOS? 

Untuk hal itu tidak ada mba, yang mengelola 

BOS itu pihak sekolah utamanya ya 

bendahara BOS, hanya biasanya dibantu 

guru-guru. 

Apakah sekolah mengadakan Menurut saya sering ya mba, tapi biasanya 
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rapat koordinasi untuk 

kelancaran program BOS? 

saya tidak ikut karena biasanya antara 

kepala sekolah dan guru saja. Paling saya 

nanti di sms oleh bapak kepala sekolah kalau 

ada informasi yang membutuhkan bantan 

dari komite sekolah.  

Apakah sekolah mengadakan 

sosialisasi terkait dengan 

program BOS? 

Ada rapat mba pas terima rapot, pihak 

sekolah biasanya mengumumkan ke 

orangtua tentang program BOS dari 

pemerintah. 

Apakah sekolah melakukan 

pungutan terhadap peserta 

didik?  

Tidak ada pungutan, adanya sumbangan 

sukarela dari masyarakat untuk kemajun SD. 

Apakah sekolah memasang 

spanduk terkait kebijakan 

pendidikan bebas pungutan? 

Sekolah memasangnya di depan sekolah. 

Apakah sekolah 

menginformasikan dana BOS 

yang diterima dan rencana 

penggunaan dana BOS di papan 

pengumuman? 

Setahu saya ada ya mba, saya tadi juga 

melihatnya. Ada rencana dan laporan 

penggunaan dana BOS setiap triwulan di 

papan pengumuman sekolah. 

Apakah Bapak sudah 

mengetahui program BOS 

2015? 

Sudah tahu mba dari pihak sekolah, yang 

saya tahu sebatas kenaikan anggaran saja 

menjadi Rp 800.000,-. 

Kebijakan baru dalam BOS 

2015 berbeda dengan 2014, 

BOS 2015 anggaran setiap 

peserta didik menjadi Rp 

800.000,-. Apakah alokasi dana 

BOS 2015 yang diterima 

mampu menutup semua 

kebutuhan? 

Insyaallah sudah mampu mba  

 

Apakah Bapak mengetahui 

sumber dana selain dana BOS 

yang ada di sekolah? 

Ada mba dari pemerintah provinsi, namanya 

kalau tidak salah BOS damping. 

Menurut Bapak, apakah sudah 

ada kesesuaian antara 

penggunaan dana BOS yang 

diatur dalam Juknis dan yang 

ada di RKAS?  

Insyaallah sudah mba, saya percaya sekolah 

kalau dalam pengelolaannya selalu taat pada 

peraturan. 
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Lampiran 13 
 

DOKUMENTASI FOTO 

SDN GUGUS SARI KELAPA KECAMATAN CILONGOK 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

Wawancara dengan Kepala 

Sekolah SDN 3 Cilongok 

Wawancara dengan Kepala 

Sekolah SDN 2 Cipete 

Wawancara dengan Kepala 

Sekolah SDN 1 Batuanten 

Wawancara dengan Bendahara 

BOS SDN 2 Cilongok 

Wawancara dengan Bendahara 

BOS SDN 1 Pernasidi 
Wawancara dengan Bendahara 

BOS SDN 1 Cilongok 
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Spanduk Penyelenggaraan 

Sekolah gratis di SDN 1 

Pernasidi 

Spanduk Penyelenggaraan 

Sekolah gratis di SDN 2 

Cilongok 

 

Wawancara dengan Ketua 

Komite SDN 2 Batuanten 

Spanduk Penyelenggaraan 

Sekolah gratis di SDN 2 

Batuanten 

Wawancara dengan Ketua Komite 

SDN 1 Cipete 

Spanduk Penyelenggaraan 

Sekolah gratis di SDN 1 

Batuanten 
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Papan Publikasi RKAS SDN 1 

Cilongok 

 

Papan Publikasi RKAS SDN 1 

Cipete  

Papan Publikasi RKAS SDN 3 

Cilongok 

 

Papan Publikasi RKAS SDN 2 

Cipete 
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Publikasi Program BOS di SDN 1 

Batuanten 

Publikasi Program BOS di SDN 2 

Cipete 

 

Dokumen RKAS di SDN 2 

Batuanten 

Dokumen RKAS di SDN 1 Cipete 

 

Papan Informasi Program BOS di 

SDN 1 Pernasidi  

Papan Informasi Program BOS di 

SDN 2 Cilongok 

 

Papan Informasi Khusus BOS di 

SDN 1 Cilongok 
Kotak  Pengaduan Program BOS 

di SDN 1 Cilongok 

 



200 

 

 

 

Lampiran 14 

 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) 

SDN 3 CILONGOK 
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Lampiran 15 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 

a. Surat izin penelitian Bappeda 
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b. Surat izin penelitian Dinas Pendidikan 
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c. Surat izin penelitian SDN 1 Cilongok 
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d. Surat izin penelitian SDN 2 Cilongok 
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e. Surat izin penelitian SDN 3 Cilongok 
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f. Surat izin penelitian SDN 1 Pernasidi 

 

 



241 

 

 

 

 

g. Surat izin penelitian SDN 1 Cipete 
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h. Surat izin penelitian SDN 2 Cipete 
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i. Surat izin penelitian SDN 1 Batuanten 
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j. Surat izin penelitian SDN 2 Batuanten 

 

 




